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A. Translitersi Arab-Latin 
1. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat di bawah ini: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 





ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha H Ha 
ء hamzah ’ Apostrof 
ي Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fatḥah A A 
 ِا Kasrah I I 
 ُا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 






Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ◌ْﯽ  fatḥah dan ya Ai a dan i 
 ْو◌َ fatḥah dan wau Au a dan u 
Contoh : 
 َفْﯾَﻛ : kaifa 
  َلْوَھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 







 َ ... ا َ ... /ى  
fatḥah dan 
alif  atau ya 
Ā 
a dan garis  
di atas 










u dan garis  
di atas 
Contoh: 
 َتﺎَﻣ  : māta 
ﻰَﻣَر  : ramā 
 َلْﯾِﻗ  : qīla 
 ُتْوُﻣَﯾ  : yamūtu 
4. Ta marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup atau 





Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh: 
لﺎَﻔَطﻷا ُﺔَﺿْوَر  : rauḍah al-aṭfāl 
 َُﺔﻠِﺿﺎَﻔﻟا ُﺔَﻧْﯾِدَﻣﻟا  : al-madīnah al-fāḍilah 
 ُﺔَﻣْﻛِﺣﻟا  : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd ( ◌ّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ﺎَﻧ ﱠﺑَر  : rabbanā 
ﺎَﻧْﯾ ﱠﺟَﻧ  : najjainā 
 ﱡقَﺣﻟا  : al-ḥaqq 
 ﱡﺞَﺣﻟا  : al-ḥajj 
 َم ﱢﻌُﻧ  : nu‘‘ima 
 ﱞوُدَﻋ  : ‘aduwwun 
Jika huruf  ى  ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ◌ِّﯽ   ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 
Contoh: 
 ِّﻰﻠَﻋ  : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 






6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 ُسْﻣَﺷﻟا  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َُﺔﻟَزْﻟزﻟا  : al-zalzalah 
 ُﺔَﻔَﺳْﻠَﻔﻟا  : al-falsafah 
 َُدﻼِﺑﻟا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َنْوُرُﻣﺄَﺗ  : ta’murūna 
 ُءْوَﻧﻟا  : al-nau’ 
 ٌءْﻲَﺷ  : syai’un 
 ُتْرُِﻣأ  : umirtu 
8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 





transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, khusus dan 
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 
9. Lafẓ al-Jalālah ( اﷲ  ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ا ُنْﯾِدِﷲ    dīnullāh  اﺎِﺑ ِﷲ    billāh 
Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
ا ِﺔَﻣْﺣَر ْﻲِﻓ ْمُھِﷲ     hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 





sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). 
Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 






B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 






l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = Contoh: Q.S. al-Baqarah/2: 4 
HR =  Hadis Riwayat 
Kab. =  Kabupaten 
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Judul Tesis  : Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan                   
Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango  
                            di Provinsi Gorontalo 
 Tesis ini membahas tentang Peran Program Keluarga Harapan (PKH) 
dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango 
Provinsi Gorontalo. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah 1) Bagaimana 
Mekanisme Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di 
Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dan 2) Bagaimana 
Peran Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan 
Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat 
kualitatif dengan instrumen kunci adalah peneliti sendiri. Lokasi penelitian pada 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango 
Provinsi Gorontalo. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, 
dokumentasi dan kepustakaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan naturalistik. Sumber data yang diperoleh terdiri dari sumber data primer 
dengan informan sebanyak 20 orang dan data sekunder. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mekanisme Program Keluarga 
Harapan (PKH) di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo 
berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan UU dan dasar pelaksanaan PKH, 
yaitu: 1) Dengan lancarnya penginputan data peserta PKH serta target/daftar nama-
nama penerima sampai pada pembayaran, pengelompokan peserta PKH, update data 
pemutakhiran, data formulir verifikasi serta pemberian sanksi terhadap calon peserta 
PKH yang melanggar persayaratan yang telah ditetapkan, baik syarat pendidikan 
maupun kesehatan. 2) Melakukan pertemuan terbuka dengan calon peserta PKH 
yaitu sosialisasi mengenai manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan 
bagaimana berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).  
Sedangkan peran Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu 1) Sangat membantu 
masyarakat miskin dalam konteks pendidikan dan kesehatan dalam memenuhi 
sandang pangan dan papan. 2) Meningkatkan akses dan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) yaitu untuk pendidikan dan kesehatan khususnya bagi masyarakat 
misikin peserta PKH. 3) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin. 
4) Merubah perilkau peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan 
kesejahteraan.   
Implikasi dari hasil penelitian ini adalah 1) Program Keluarga Harapan 
(PKH) seharusnya ada batas waktu penerima, sehingga bisa bergulir ke pada 
masyarakat miskin lainnya yang belum merasakan bantuan tersebut, 2) Peran 
pemerintah diharapkan penuh untuk membantau masyarakat miskin yang belum 











A. Latar  Belakang Masalah 
Kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah kualitas hidupnya 
dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia dilihat dari tingkat 
pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Untuk menjawab tantangan itu, 
maka diperlukan adanya kesatuan visi nasional, keterpaduan langkah dan tekad untuk 
mencapai cita-cita membangun sumber daya manusia yang merupakan tanggung 
jawab bersama baik oleh pemerintah parlemen maupun masyarakat.1 
Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita luhur dari setiap bangsa. 
Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah 
tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan. 
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi bahwa 
upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Kesejahteraan dalam Islam melembagakan suatu sistem jaminan sosial yang 
mencakup segala sesuatu di negerinya bagi orang-orang yang berhak, tanpa 
diskriminasi dalam hal apa pun juga seperti agama, warna kulit, bahasa, ras, tempat 
lahir, maupun ikatan darah. Sistem jaminan sosial tersebut menyediakan bantuan 
biaya hidup, bantuan keluarga, bantuan bagi orang cacat, bantuan janda, bantuan 
                                                          
1 Ahmad Sukarno, Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah: Penerapan dan 
Permasalahannya Terkait Kebijakan Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan, (Jurnal 
Administrasi Publik, Vol. V No. 2; Makassar: PKP2A II LAN, 2009), h. 14. 
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anak yatim, fakir miskin, pensiunan bagi usia lanjut, bantuan penggangguran, 
layanan kesehatan dan pendidikan.2 
Ekonomi sebuah negara Islam didasarkan pada konsep keadilan sosial. Allah 
telah menempatkan segala kebutuhan dan rezeki di bumi ini untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. Namun karena berbagai sebab distribusi semua sumber tersebut 
tidak dapat berlangsung dengan adil diantara manusia, sehingga beberapa orang yang 
beruntung menjadi amat kaya dan memiliki kekayaan lebih dari pada yang mereka 
perlukan dan menjadikan sebagian besar sisanya amat miskin sehingga tidak atau 
sedikit sekali memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling 
mendasar. Sebuah negara Islam memberi ke sempatan yang sama ke pada semua 
warga negaranya untuk mencari nafkah. Untuk mencapai ke adilan sosial, Islam 
mengambil dua langkah besar yaitu ia mencegah, bahkan mengutuk, konsentrasi 
harta di tangan sedikit orang dan ia menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan 
melalui aturan-aturan yang efektif.3 
Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan 
khususnya di bidang ekonomi. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 
telah memurukkan Indonesia ke dalam kemiskinan yang lebih serius dan berakibat 
pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat seperti rendahnya tingkat kesehatan, 
penurunan gizi, dan keterbelakangan pendidikan.4 
Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait 
dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 
                                                          
2Muhammad Sharif Chaudry,Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Cet, I; Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, 2012), h. 309. 
3Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, h. 310. 
4 Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respons 
Kebjakan Publik dalam Rangka Mengatasinya, (Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 8, Desember 
2012), h. 11. 
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masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang 
harus segera terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah berdiri 
sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Para pemerhati sosial, 
politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinannya, mereka sadar 
bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka 
fenomena tersebut akan membawa bangsa dan negara kehilangan arah dan rakyat 
pun lama-kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.5 
Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan 
untuk membangun program jaringan pengaman sosial untuk menutupi penurunan 
daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu 
secara langsung masyarakat yang membutuhkan, hal ini seperti yang tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan 
ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 
Seperti program pendidikan perlindungan sosial untuk memelihara jasa 
pelayanan kepada keluarga miskin dengan pembebasan terhadap pembayaran uang 
sekolah. Dalam sektor kesehatan, program jaringan pengaman sosial mencakup 
empat aktifitas utama, yaitu: memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga 
miskin, memberikan bantuan pelayanan kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak. 
Juga memberikan makanan tambahan bagi bayi serta bagi anak sekolah dari keluarga 
miskin.6 
                                                          
5 Wisnu Indrajid VO Soimin, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan 
Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan). (Malang: Intrans 
Publishing, 2014), h. 25. 
6 Soemitro, Sutyastie dkk.,Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia, (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2002), h. 31. 
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Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan 
Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan 
sosial yang ditindak lanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH sebagai upaya membangun sistem 
perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan 
meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya 
memotong rantai kemiskinan. 
Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 melaksanakan uji coba Program 
Keluarga Harapan (selanjutnya di sebut PKH). Prinsip PKH adalah memberikan 
bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) sepanjang mereka 
mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan yang ditetapkan di 
dalam PKH terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), 
yaitu melalui pendidikan dan kesehatan. Pada Gambar berikut ini dapat dilihat 
dampak intervensi pendidikan dan kesehatan kualitas SDM. 
Gambar 1.1 
Dampak Intervensi Kesehatan dan Pendidikan terhadap  































Intervensi pendidikan akan berpengaruh langsung pada kemampuan belajar 
anak-anak RTSM dan partisispasi mereka dalam pendidikan, dengan mendaftarkan 
diri pada satuan pendidikan dan memenuhi komitmen kehadiran minimal 85%. 
Sedangkan intervensi program kesehatan akan meningkatkan status kesehatan dan 
gizi. Kondisi status kesehatan dan gizi anak akan mempengaruhi partisispasi mereka 
dalam pendidikan serta kemampuan belajar mereka di lembaga-lembaga pendidikan. 
Kedua jenis intevensi ini (kesehatan dan pendidikan), dalam jangka panjang, akan 
meningkatkan kualitas SDM.7 
Persyaratan yang ditetapkan dalam PKH yaitu pendidikan dan kesehatan. 
Kedua komponen ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan dan 
saling berpengaruh. Kesehatan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan sosial 
suatu negara, misalnya kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai 
bagi ibu hamil, bantuan persalinan, pelayanan tumbuh kembang bayi dan balita, 
dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia 
(SDM).8 
Terganggunya kesehatan dapat berdampak pada pengurangan penghasilan 
keluarga, misalnya jika pencari nafkah keluarga dalam keadaan sakit, mereka tidak 
bisa bekerja, sehingga berakibat terhadap hilangnya penghasilan. Jika sektor 
kesehatan dan pendidikan terganggu maka akan mengakibatkan terganggunya tingkat 
pendapatan suatu rumah tangga sehingga mereka bisa menjadi miskin. 
                                                          
7Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Departemen Sosial RI, Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, 2008, h. 1-
2.  
8Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Departemen Sosial RI, Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, h. 2-3. 
6 
 
Oleh karenanya, dengan mensyaratkan keluarga peserta PKH untuk 
memanfaatkan pelayanan kesehatan seperti imunisasi bayi, pemeriksaan kandungan 
ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pendidikan seperti 
menyekolahkan anak sampai minimal lulus sekolah setara SMP, di harapkan PKH 
akan merubah kebiasaan RTSM kearah perbaikan kualitas SDM sehingga dalam 
jangka panjang program ini akan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.9 
Sejak dimulainya PKH tahun 2007, setiap tahun mengalami kenaikan target 
sasaran penerima PKH dan alokasi anggaran tahun 2007 target sasaran 500.000 
RTSM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 843.600.000.000,-, terakhir pada tahun 
2015 target sasara 3.500.000 RTSM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 
6.457.162.000.000,-. Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin/keluarga 
sangat miskin (RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) 
dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:10 
1. Memiliki ibu hamil/ibu nifas/anak balita. 
2. Memiliki anak usa 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra 
sekolah). 
3. Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun). 
4. Memiliki anak SMP/Mts/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun). 
5. Memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 
dasar, termasuk anak dengan disabilitas. 
Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan 
tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program PKH dan memenuhi 
                                                          
9Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Departemen Sosial RI, Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, h. 3-4. 
10 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Ed. Revisi, 2013), h. 19. 
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kewajibannya. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan 
dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya di sebut pengurus 
keluarga. Pengecualian dari  ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, 
misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat di gantikan 
oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada 
program-program pemerintah lainnya. 
Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan agar Keluarga Sangat Miskin 
(KSM) penerima bantuan  memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan 
pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk 
menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang 
selama ini melekat pada diri warga miskin. Secara faktual tingkat kemiskinan suatu 
rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. 
Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak 
mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal 
sekalipun. 
Permasalahan masih besarnya penduduk miskin di sebabakan oleh beberapa 
hal antara lain:11 
1) Masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar 
seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi 
buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama 
oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum 
memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan 
kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim 
piatu) dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari 
                                                          
11Jamaluddin Majid, Dinamika Perekonomian Indonesia, h. 108-109. 
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memadai. Prasarana dan sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang 
mencukupi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi 
masyarakat miskin. 
2) Harga bahan pokok terutama beras cenderung berfluktuasi sehingga 
mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Kondisi terakhir, di mana dunia 
sedang di landa dua krisis besar yakni krisis pangan dan krisis energy, juga 
turut mempengaruhi lonjakan jumlah rakyat miskin. 
3) Masih tingginya pengangguran terbuka di daerah pedesaan dibandingkan 
dengan di daerah perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi 
masyarakat miskin terutama di daerah pedesaan. Sementara itu masyarakat 
miskin yang banyak menggantungkan hidupnya pada usaha mikro masih 
mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan dan sangat 
rendah produktivitasnya. 
Kemiskinan adalah kenyataan yang selalu ada di masyarakat. Keberadaannya 
tidak bisa dihapus sama sekali. Meningkatnya jumlah orang-orang miskin perlu 
diwaspadai. Sebab, semakin banyak orang miskin juga mengancam harmoni 
masyarakat. Ketidakharmonisan itu merupakan konsekuensi perbedaan sosial antara 
orang kaya dan orang miskin. Di antara kedua kelas itu terdapat kesenjangan sosial 
yang memicu kecemburuan dari kalangan orang miskin terhadap orang kaya. 
Kecemburuan sosial itulah yang potensial memecah-belah integrasi sosial.12 
Kemiskinan merupakan akibat dari distribusi sumber daya yang tidak merata, 
baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kadang-kadang secara sistematis 
peraturan pemerintah membuat orang miskin semakin miskin dan orang kaya 
                                                          
12Suhardi dan Sri Sunarti, Perkembangan Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultural, 
(Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 202. 
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semakin kaya. Kemiskinan akibat peraturan pemerintah yang berat sebelah seperti itu 
oleh ahli ilmu sosial disebut kemiskinan struktural. Contoh kemiskinan struktural 
adalah orang-orang miskin yang baru muncul sebagai akibat kenaikan harga BBM 
yang begitu tinggi memicu kenaikan hampir semua barang dan jasa yang dibutuhkan 
masyarakat, sementara itu pendapatan masyarakat relatif tetap. Akibatnya, di antara 
mereka yang semula bukan orang miskin, tiba-tiba jatuh kelembah kemisikinan 
struktural.13 
Kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango, salah satu 
permasalahannya yaitu rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan 
rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja. Masalah tersebut menjadi 
penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumber daya 
manusia dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah dan 
kebanyakan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, khususnya 
di Kecamatan Kabila yang lebih memilih bekerja di usia muda sebagai buruh, 
pelayan tokoh, petani dan pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, dengan adanya 
program pemerintah diharapkan mampu merubah pola pikir orang tua tentang 
pentingnya pendidikan sehingga mereka mampu mengarahkan anak-anak mereka 
untuk terus belajar demi masa depan dan diharapkan para orang tua mampu 
memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-sebaiknya. 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, jumlah penduduk 
miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Kecamatan Kabila 
Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut: 
 
                                                          







Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kecamatan Kabila 

















2012 24.6 16.67 2.76 0.69 244,682 
2013 25.7 17.19 2.75 0.67 265,208 
2014 25.3 16.68 2.67 0.66 288,741 
2015 28.2 18.49 3.66 1.10 304,627 
2016 27.8 17.97 3.99 1.56 327,354 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2017 
Dari tabel tersebut bahwa Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bone 
Bolango pada tahun 2012, (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di 
bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Bone Bolango mencapai 244.682 juta orang 
(16,67 persen) mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 yang 
sebesar 265.208 juta orang (17,19 persen) yang mengalami peningkatan 
dibandingkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 288.741 juta orang 
(16.68 persen), sebaliknya di tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 304.627 juta 
orang (18.49 persen) dan pada tahun 2016 lebih mengalami kenaikan yang sangat 
drastis yaitu sekitar 327.354 juta orang (18.97 persen). Persentase penduduk miskin 
di Kabupaten Bone Bolango pada tahun ketahun mengalami peningkatan karena 
jumlah kebutuhan hidup dan populasi penduduk yang terus bertambah dari waktu ke 
waktu, maka dibutuhkan adanya adanya inisiatif atau ide baru untuk keluar dari 
lingkaran kemiskinan tersebut. Maka dari itu pemberdayaan ekonomi masyarakat 
yang baik dan benar pada konteks ini sangatlah dibutuhkan dan Indonesia sebagai 
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negara yang berpenduduk mayoritas muslim sangatlah membutuhkan pemberdayaan 
ekonomi yang bernafaskan Islam.14 
Kecamatan Kabila merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone 
Bolango yang merupakan empat Kecamatan tertua di Kabupaten Bone Bolango 
bersama dengan Kecamatan Tapa, Kecamatan Suwawa dan Kecamatan Bone. Pada 
tahun 2007 Kabupaten Bone Bolango dimekarkan menjadi 4 Kecamatan yaitu 
Kecamatan Kabila, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Botupingge dan Kecamatan 
Kabila Bone. Kecamatan Kabila merupakan lokasi yang di jadikan objek dalam 
penelitian ini. 
Adapun sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi Kecamatan 
Kabila yang terdiri dari 5 Kelurahan dan 7 Desa, sebagian besar penduduknya 
bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan buruh bangunan. Hal ini merupakan 
ciri khas kehidupan masyarakat miskin di Kecamatan Kabila dan masih banyak juga 
terdapat keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dan 
kurang memperhatikan kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Pada Tahun 2017 di 
Kecamatan Kabila terdapat 452 keluarga sangat miskin yang terdaftar sebagai 
peserta PKH, dimana keluarga tersebut memiliki anggota keluarga antara lain ibu 
hamil, anak usia balita, anak yang bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama. 
Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat 
memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bone 
Bolango khususnya yang terdapat di Kecamatan Kabila untuk ikut berperan serta 
terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi 
                                                          
14 Erni Febriana Harahap,“Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk 
Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri”. Jurnal Manajemen Kewirausahaan 8, 
no.2 (2012): h. 79. 
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kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup, melalui kesehatan dan 
pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama 
ini menjerat rumah tangga sangat miskin (RTSM). 
Program Keluarga Harapan masuk di Kabupaten Bone Bolango dari Tahun 
2007, akan tetapi di Kecamatan Kabila telah berjalan sejak tahun 2008 sampai 
sekarang dan jumlah peserta PKH pada awal masuk yaitu 628 RTSM, dan selama 9 
tahun ini antusias masyarakat peserta PKH sangat tinggi, karena dilihat dari 
semangat para masyarakat untuk menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan setiap 
bulannya yang bergulir ke rumah-rumah masyarakat yang dipimpin oleh pendamping 
PKH Kecamatan Kabila. Setiap pengurus dari rumah tangga miskin peserta PKH di 
dominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan 
banyak diantara mereka tidak bisa membaca dan menulis tetapi semangat mereka 
untuk selalu mengikuti pertemuan bisa dibilang cukup tinggi. Meskipun mereka tidak 
berpendidikan tetapi mereka diberi arahan untuk tidak membiarkan anak-anak 
mereka ikut terbelenggu dan jauh dari dunia pendidikan, sehingga kelak mereka bisa 
memiliki masa depan yang lebih baik. 
Pendidikan dalam PKH dikembangkan dalam rangka meningkatkan angka 
partisipasi pendidikan dasar (wajib belajar 9 tahun), khususnya bagi anak-anak 
RTSM, dan untuk mengurangi angka pekerja anak. Pengalaman negara lain yang 
sudah mengadopsi program serupa terbukti memberi dampak positif terhadap 
peningkatan status pendidikan serta penurunan angka pekerja anak. Hal ini tentunya 
harus didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, ketersediaan 
tenaga pendidik yang handal.15 
                                                          
15Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Departemen Sosial RI, Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, h. 4-5. 
13 
 
Adapun jumlah RTSM/KSM peserta PKH di Kecamatan Kabila Kabupaten 
Bone Bolango Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: 
Tabel : 1.2  
Jumlah RTSM Kec. Kabila Penerima Bantuan PKH 
No  Tahun RTSM/KSM 
1 2012 592 
2 2013 561 
3 2014 539 
4 2015 460 
5 2016 460 
6 2017 452 
 Sumber:  UPPKH-Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango 2017 
Tabel di atas menununjukkan bahwa peserta penerima bantuan PKH 
berkurang setiap tahun dan mereka yang awalnya terdaftar sebagai penerima bantuan 
dan akhirnya tidak lagi menjadi anggota PKH berarti mereka tidak masuk lagi dalam 
kategori penerima bantuan karena tidak ada lagi anggota keluarganya yang masuk 
dalam kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Pendidikan dan Kesehatan. 
Hal ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan telah membantu mereka 
sampai anak-anak mereka dapat menyelesaikan pendidikan dasar mereka. 
Dengan adanya PKH di Kabupaten Bone Bolango di harapkan dapat 
menanggulangi angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas di 
berbagai sektor. Ada lima hal yang menjadi prioritas Kabupaten Bone Bolango 
hingga tahun 2021. Pertama program rakyat miskin dan pembangunan desa, yang 
kedua adalah akses dan prioritas layanan pendidikan, ketiga peningkatan dan 
kecakupan layanan kesehatan, keempat percepatan pertumbuhan ekonomi dan 
terakhir pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan kawasan.16 
                                                          
16Kabila Dalam Angka, Koordinator Statistik Kecamatan, (Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Bone Bolango, 2016), h. 45. 
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Upaya penanggulangan kemiskinan berkaitan erat dengan proses pertukaran 
sosial (social exchange) secara umum. Pertukaran sosial berupa hubungan antar 
kelompok dan antarkelas sosial yang bersifat saling memberi dan saling menerima 
(resiprokal). Hubungan resiprokal tidak harus bersifat simetris, artinya apabila satu 
pihak memberikan sesuai kepada pihak lain berupa uang, maka pihak penerima 
nantinya akan membalas dengan memberikan uang pula, akan tetapi hubungan 
resiprokal kadang-kadang bersifat asimetris, misalnya rakyat membayar pajak 
kepada pemerintah, dan pemerintah memberikan perlindungan kepada rakyat. 
Pertukaran sosial ini, apabila berjalan tanpa gangguan, kehidupan masyarakat akan 
harmonis dan jauh dari disintegrasi.17 
Alternatif yang sebaikmya dilakukan pemerintah dalam menanggulangi 
kemiskinan yaitu:18 
1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk miskin tidak akan 
dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang 
bermanfaat bagi orang miskin. 
2) Peningkatan pelayanan social bagi masyarakat miskin. Peningkatan dalam 
efektifitas dan efisiensi pembelian pelayanan sosial, dapat dicapai dengan 
mengusahakan perbaikan dalam sistem kelembagaan dan kerangka hukum, 
termasuk dalam aspek-aspek yang terkait dengan desentralisasi.  
3) Perlindungan bagi simiskin. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap 
kemiskinan. Hampir 40%   dari penduduk, hidup hanya sedikit diatas garis 
kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US$2 perhari. 
                                                          
17Suhardi dan Sri Sunarti, Perkembangan Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultural, 
h. 204. 
18Jamaluddin Majid, Dinamika Perekonomian Indonesia, h. 118-120. 
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Perubahan sedikit saja dalam tingkat harga, pendapatan dan kondisi kesehatan, 
dapat menyebabkan mereka berada dalam kemiskinan, setidaknya untuk 
sementara waktu. 
Dari realitas dan persolan-persolan di atas, peneliti mengkaji lebih mendalam 
mengenai Peran Program Keluarga Harapan PKH dalam Penanggulangan 
Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, 
serta mengkaji program ini tepat sasaran atau tidak, maksudnya tepat ke pihak yang 
wajib mendapatkan bantuan dan sejauhmana peran PKH dalam mengatasi 
kemiskinan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan menemukan relevansinya 
bagi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango khususnya di Kecamatan Kabila 
Provinsi Gorontalo. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Judul tesis ini adalah “Peran Program Keluarga Harapan dalam Penanggulan 
Kemisikinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo”>. 
Dalam penelitian ini perlu membatasi fokus penelitian dan deskripsi fokus untuk 
menjaga agar penelitian tetap terarah, disamping itu untuk menyamakan persepsi 
terhadap istilah yang digunakan dalam judul tesis ini, sehingga para pembaca tidak 
keliru dalam memahaminya disetiap fokus dan deskripsi fokus, adapun fokus 
penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan 
Kemiskinan. 




Program Keluarga Harapan (PKH) tidaklah sama dan bukan pula merupakan 
lanjutan program Program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai yang sudah berlangsung 
selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan 
daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program 
Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem 
perlindungan sosial penduduk miskin dalam rangka mempertahankan dan 
meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong 
mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.19 
Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat 
pencapaian tujuan pembangunan milenium atau MDGs (Millenium Development 
Goals). Setidaknya ada lima komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, 
yaitu Penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan 
dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan 
angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.20 
Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih 
dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yang terkait dengan 
kesehatan dan pendidikan. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan 
pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan 
gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan 
angkan kematian balita sesuai program prioritas dalam pencapaian indikator MDGs.21 
2. Deskripsi Fokus 
                                                          
19 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Ed. Revisi, 2013), h. 1. 
20 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Ed. Revisi, 2013), h. 2. 
21 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan, h. 1. 
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Deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai upaya untuk 
memudahkan pemahaman, menjabarkan fokus penelitian dan menghindari terjadinya 
penafsiran ganda terhadap para pembaca, adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
a. Mekanisme PKH, dalam hal ini peneliti terlebih dahulu akan memaparkan 
kegitan pokok yang harus dilakukan oleh pendamping PKH secara umum, 
melakukan kegiatan sosialisasi program mengenai manfaat program dan 
berpartisipasi dalam program, serta dilanjutkan dengan memilih keluarga 
yang mengikuti program keluarga harapan dan membentuk kelompok-
kelompok ibu yang terdiri dari 25 orang atau lebih  dalam satu kelompok, 
kemudian memriksa formulir yang digunakan sebagai alat verifikasi 
keikutsertaan yaitu pemeriksaan akta lahir anak dan membantu 
pengadaannya jika belum tersedia dan menyusun jadwal kunjungan. 
b. Tahap selanjutnya setelah mengetahui mekanisme Program Keluarga 
Harapan, maka akan melihat peran Program Keluarga Harapan,untuk 
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin (RTSM). PKH 
merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang 
dirancang untuk membantu rumah tangga yang sangat miskin pada sisi 
beban pengeluaran khususnya terkait dengan upaya peningkatan SDM 
untuk jangka pendek, dan memperbaiki pola pikir serta merubah perilaku 
yang dapat membawa pada pemutusan rantai kemiskinan rumah tangga 
tersebut untuk jangka yang lebih panjang.  




Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 






a. Melakukan Pendataan awal (Data). 
b. Target dan Daftar Nama Penerima 
PKH. 
c. Pertemuan Awal dan Validasi. 
d. Pembayaran. 
e. Data Komposisi Keluarga. 
f. Update Data Pemutakhiran. 
g. Data Formulir Verifikasi. 
h. Sanksi. 
2 Peran Program 




Peran Program Keluarga Harapan (PKH) 
yang paling utama yaitu: 
1. Meningkatkan akses dan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu 
untuk pendidikan dan kesehatan 
khususnya bagi masyarakat misikin 
peserta PKH 
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak - 
anak  Rumah Tangga Sangat Miskin 
(RTSM). 
3. Meningkatkan status kesehatan dan 
gizi, ibu hamil, ibu nifas anak balita 
usia 2 - 7 tahun yang masuk sekolah 
dasar dari Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM). 
4. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat miskin. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, pokok masalah 
dalam penelitian adalah peran program keluarga harapan dalam penanggulangan 
kemiskinan. Agar penelitian lebih fokus, maka sub-sub masalah yang menjadi obyek 
kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme program keluarga harapan (PKH) dalam 




2. Bagaimana peran program keluarga harapan (PKH) dalam penanggulangan 
kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi 
Gorontalo? 
D. Kajian Pustaka 
Pada dasarnya penelitian tentang program keluarga harapan telah dilakukan 
oleh beberapa orang dengan metode dan objek kajian penelitian yang berbeda-beda, 
sesuai dengan minat dan ilmu masing-masing. Untuk mendukung penelaahan yang 
lebih mendetail, penulis berusaha melakukan kajian terhadap beberapa pustaka 
ataupun karya yang relevan dengan topik penulisan karya ilmiah ini. Buku-buku dan 
karya ilmiah yang sebelumnya pernah ditulis dan ditelusuri sebagai bahan 
perbandingan maupun rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini, yakni:  
Sebuah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Panji jurusan 
Kesejahteraan Sosial (UI), dengan judul, Program Keluarga Harapan sebagai Pilihan 
Kebijakan dalam Mengatasi Hambatan Akses Terhadap Pendidikan Dasar.22Studi 
Kasus Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cilincing Pada 
Tahun Pelaksanaan 2007-2009. Panji mengatakan, PKH dapat berjalan sebagaimana 
mestinya, harus lebih banyak pendamping yang diterjunkan, agar program berjalan 
seimbang dengan keinginan pendamping dan masyarakat. Pada 2007-2008 terdapat 
41 pendamping dan pada 2009 dibutuhkan 47 pendamping pada masing-masing 
kelurahan.  
Posisi pendamping ini di mata Panji, sangat vital untuk keberhasilan 
pelaksanaan PKH. Panji menambahkan, bahwa fakta membuktikan program 
intervensi yang menggelontorkan uang tunai kepada masyarakat berpotensi tidak 
                                                          
22Panji Program Keluarga Harapan sebagai Pilihan Kebijakan dalam Mengatasi Hambatan 
Akses Terhadap Pendidikan Dasar, (Study Kasus Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan di 
Kecamatan Cilincing), (Universitas Islam:  2007-2009). 
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efektif jika tidak dibarengi pengawasan ketat. Menurutnya, karena bertugas 
mengawal program di lapangan, pendamping harus benar-benar kapabel dan 
berintegritas moral tinggi. Terlebih dalam menjalankan tugasnya mereka digaji 
olehnegara dengan besaran yang relatif memadai. Pendamping yang direkrut dari 
masyarakat harus menjadi pengaman aliran dana insentif sekaligus seorang kreator 
dan inovator untuk kemajuan RTSM peserta PKH. 
Dalam PKH ini, menurut Panji, bersifat multi sektoral. Bappeda, Dinas 
STKT, Dinas Kesehatan, Disdik, Infokom, hingga Polres terlibat di dalamnya. 
Bahkan untuk menyukseskan PKH dibangun pola kontrol berupa Sistem Pengaduan 
Masyarakat (SPM) yang di Cilincing disebut UPPKH. UPPKH ini berfungsi 
mengakomodir segala jenis pengaduan maupun penyelesaiannya yang terkait dengan 
pelaksanaan KPH. 
Dedi Utomo, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan 
Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan Kecamatan Purowosari Kabupaten Kediri. 23 Penelitian ini 
didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Purwosari. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program keluarga 
harapan di Kecamatan tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat di daerah tersebut dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH yang di laksanakan di daerah tersebut 
ternyata mampu memberikan bahwa peserta penerima PKH setiap tahunnya 
mengalami penurunan. 
                                                          
23 Dedi Utomo, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas 
Hidup Rumah Tangga Miskin, (Studi Pada Unit Pelaksanaan PKH Kecamatan Purwosari), 
(Universitas Brawijaya: Jurnal Administrasi Publik, 2011). 
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Slamet Agus Purwanto, Implementasi Program Keluarga Harapan dalam 
Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kecamatan 
Mojokerto), pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
implementasi program keluarga harapan mata rantai kemiskinan di Kecamatan 
Mojosari Kabupaten Mojokerto. Fokus adalah program penuntasan kemiskinan 
melalui program keluarga harapan di Kecamatan Mojosari. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa program keluarga harapan di Kecamatan Mojosari mampu 
merubah pola piker masyarakat miskin tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan 
sebagai langkah awal untuk memutus mata rantai ke miskinan.24 
Khodiziah Isnaini Kholif, Implementasi Program Keluarga Harapan dan 
Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarbiandong. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis bagaimana implementasi program keluarga harapan dalam 
menanggulangi kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi 
PKH di Kecamatan Dawarhblandong belum berhasil dan belum menunjukkan hasil 
yabg maksimal karena semua ini kebijakan PKH dilaksanakan dengan baik dan 
benar.25 
Multifiah, dalam jurnalnya yang berjudul “Journal Indonesian Applied 
Economics Telaah Kritis Kebijakan Penanggulan Kemiskinan Dalam Tinjauan 
Konstitusi”. Jurnal ini membahas dan mengkaji tentang tingginya angka kemiskinan 
di Indonesia menunjukan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan 
selama ini perlu dievaluasi baik ditingkat nasional maupun daerah. Beberapa contoh 
program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional diantaranya adalah program 
                                                          
24 Slamet Agus Purwanto, Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Memutus Mata 
Rantai Kemiskinan  (Kajian di Kecamatan Mojosari Kecmatan Mojokerto, 2012) 
25Khodiziah Isnaini Kholif, Implementasi Program Keluarga Harapan dan Menanggulangi 
Kemiskinan di Kecamatan Dawarbiandong (Kajian di Kecamatan Dawarbiandong 2012) 
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bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam bidang pangan, Asuransi 
Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) untuk bidang kesehatan, dan Bantuan 
Langsung Tunai (BLT). Sedangkan level propinsi, Jawa Timur memiliki program 
kemiskinan yang pernah di laksanakan yaitu Gerakan Terpadu Pengentasan 
Kemiskinan (Gardu taskin) yang pernahdilaksanakan, Program Aksi Mengatasi 
Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (PAM DKB), yang kemudian diganti 
dengan Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (JPES). Bahkan, satu keluarga miskin bisa 
mendapatkan bantuan dari beberapa program penanggulangan kemiskinan oleh 
pemerintah.26 
Penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai 
kelemahan, antara lain: (i) masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa 
memperhatikan aspek pemerataan, (ii) kebijakan yang bersifat sentralistik, (iii) lebih 
bersifat karikatif dari pada transformatif, (iv) memposisikan masyarakat sebagai 
obyek daripada subyek, (v) orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung 
karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan, serta (vi) cara 
pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang 
ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada. Karena begitu beragam sifat 
tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar 
sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tak langsung. 
Munawwarah Sahib, Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan 
terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 
Penelitian ini membahas tentang Program Keluarga Harapan serta pengaruhnya 
terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng kabupaten Gowa. 
                                                          
26  Multifiah, dalam jurnalnya yang berjudul “Journal Of Indonesian Applied Economics 
Telaah Kritis Kebijakan Penanggulan Kemiskinan Dalam Tinjauan Konstitusi”. 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng Kab. Gowa dan untuk mengetahui apakah 
Program Keluarga Harapan berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan di 
Kecamatan  Bajeng Kabupaten Gowa.27 
Jenis penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif 
kuantitatif guna mengungkapkan fakta yang berkaitan dengan Program Keluarga 
Harapan dan pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan di Kec. Bajeng. 
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta Program Keluarga 
Harapan di Kec. Bajeng. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling, adapun kategori sampel yang diambil peneliti adalah mereka 
yang telah menjadi peserta PKH selama 5 tahun dan berhubung karena populasi yang 
ada dalam penelitian sulit dijangkau secara keseluruhan maka jumlah sampel 
ditetapkan sebanyak 55 orang. Untuk mengukur pendapat responden melalui 
kuesioner mengenai kejadian dan gejala yang mereka alami, maka peneliti 
menggunakan teknik skala Likert . 
Dalam artikel yang berjudul; Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi, Edi Suharto mengacu pada Ife (1995), 
mengatakan bahwa peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: 
fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat 
miskin yang di dampinginya. 
E. Tujuan  dan  Kegunaan Penelitian 
Setelah memaparkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan 
dari penelitian ini adalah:  
                                                          
27 Munawwarah Sahib, Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap 
Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. (Study Kasus Penyelenggaraan 
Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, 2016) 
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1. Untuk mendeskripsikan mekanisme program keluarga harapan (PKH) dalam 
mengatasi masalah kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone 
Bolango. 
2. Untuk mendeskripsikan peran program Keluarga Harapan (PKH) dalam 
mengatasi masalah kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone 
Bolango. 
Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:  
1. Secara teoritis, penelitian  ini dapat menambah cakrawala pengetahuan 
bahwasanya permasalahan masyarakat miskin tidak akan pernah berbeda dari 
zaman ke zaman, karena kehidupan bersifat dinamis.  
2. Secara praktis kita dapat mengetahui dan merasakan akan segala 
permasalahan masyarakat miskin selama ini, dengan adanya penelitian ini 
semata-mata menjadikan tugas bagi para pengembang masyarakat untuk 
menyampaikan aspirasi masyarakat miskin, sebagai fasilitator dan mediator 
bagi harapan akan keberdayaan masyarakat miskin, dan diharapkan mampu 
memberikan masukan bagi Instansi-Instansi lain mengenai potensi-potensi 
dan masalah-masalah yang ada dalam pemberdayaan masyarakat miskin. 





A. Tinjauan Umum Program Keluarga Harapan (PKH) 
1. Pengertian Program Keluarga Harapan 
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang 
memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi 
anggota keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) diwajibkan melaksanakan 
persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek 
bertujuan mengurangi beban masyarakat miskin dan dalam jangka panjang 
diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi 
berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.1 
Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan 
kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program 
penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan berada dibawah 
koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat 
maupun di daerah. Oleh sebab itu segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam 
TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. 
PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor 
utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen 
Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen 
Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk 
mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan 
                                                          
1 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Ed. Revisi, 2013), h. 10. 
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konsultan World Bank.2 Program Keluarga Haparan atau yang sering disebut dengan 
(PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi 
kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk 
mengubah perilaku miskin.  
2. Landasan Hukum pemberian PKH 
Landasan Hukum Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu: 
a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional. 
Dalam undang-undang ini yang di maksud dengan jaminan sosial adalah 
salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar 
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 
b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. 
Dalam undang-undang ini yang dimaksud penanganan fakir miskin yaitu 
upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan 
pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk 
kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta 
fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. 
Sedangkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian 
tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang 
layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Serta fakir miskin 
berhak memperoleh kecukupan sandang, pangan dan papan. 
                                                          
2 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, h. 10. 
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c. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan. 
Ketentuan pasal 10 dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 
tentang percepatan penanggulangan kemiskinan diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: Keanggotaan Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, 
dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan 
kemiskinan. 
d. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang 
Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan. 
Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan 
kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-
program pembangunan yang berkeadilan, sebagaimana termuat dalam 
Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program: Pro rakyat, 
Keadilan untuk semua dan Pencapaian tujuan pembangunan Milenium 
(Millenium Development Gools MDGs) 
e. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi 
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat 
Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). 
Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan 
kewenangan masing-masing dalam rangka Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 (Aksi PPK 2013), dengan 
berpedoman pada Visi dan Misi serta Fokus Kegiatan Prioritas Jangka 
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Menengah Stranas PPK 2012-2014 dan disesuaikan dengan situasi serta 
kondisi dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah 
daerah. 
3. Dasar Pelaksanaan PKH 
Dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu: 
a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku 
ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 
31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program 
Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007 
b. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 
tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" 
tanggal 08 Januari 2008. 
c. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga 
Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD". 
d. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program 
Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD". 
e. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga 
Harapan 
4.  Tujuan PKH 
Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus 
rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah 
perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling 
miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target 
Millennium Development Goals (MDGs). Selain hal tersebut, masih terdapat 
beberapa tujuan lain dari PKH inibaik secara khusus maupun secara umum. 
27 
 
Tujuan khusus PKH yaitu:3 
a. Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM 
b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM 
c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 
khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM  
Tujuan umum PKH, yaitu: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan 
kesejahteraan. 
5. Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 
Kewajiban penerima program yaitu sebagai berikut:4 
a.  Persyaratan Kesehatan Bagi Peserta PKH 
1)  Kategori Persyaratan Kesehatan Anak 
a) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 
(tiga) kali. 
b) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, 
Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutinsetiap 
bulan. 
c) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 
(dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus. 
d) Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahandan 
ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. Anak usia 5-6 
                                                          
3Pedoman Umum Program Keluarga Hapan (PKH), Badan Informasi Publik, Pusat Informasi 
Kesejahteraan Rakyat, Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008, h. 15. 
4Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 




tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk 
dipantau tumbuh kembangnya dan/atau mengikuti program Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di 
lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD. 
2) Kategori Persyaratan Kesehatan Ibu hamil dan ibu nifas 
a) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan  kehamilan di 
fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia 
kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 
bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe. 
b) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. 
c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 
3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan. 
b. Persyaratan Pendidikan Bagi Peserta PKH 
Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan 
pendidikandan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 
85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsungdengan catatan 
sebagai berikut:5 
1) Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk 
didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar 
(SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah 
Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di 
kelas minimal 85 % dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran 
berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk 
                                                          
5Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 




sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan 
persyaratan pendidikan. 
Tabel : 2. 1 
Jumlah Maksimal Ketidakhadiran Anak di Satuan Pendidikan 
Jumlah Hari Sekolah dalam 
Satuan Bulan 
Jumlah Hari Maksimal ketidakhadiran 
di satuan Pendidikan 
22-20 Hari 3 Hari 
19-14 Hari 2 Hari 
13-6 Hari 1 Hari 
Sumber: Pedoman Operasional PKH 
Untuk keperluan pembuktian tingkat kehadiran (verifikasi) bagi pendidikan 
kesetaraan, jumlah hari tatap muka dalm satu bulan harus memenuhi 85% tatap 
muka. Sebagai contoh, apabila tatap berjumlah 3 kali per minggu atau 12 kali 
perbulan, maka kehadiran harus memenuhi 10,2 hari atau dibulatkan menjadi 10 kali 
pertemuan.6 
2) Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan 
regular dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi 
yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB 
atau SMLB. 
3) Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum 
menyelesaikan pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut 
didaftarkan /terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler 
(SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).7 
                                                          
6Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Departemen Sosial RI, Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, 2008, h. 17. 
7Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Departemen Sosial RI, Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, 2008, h. 18. 
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4) Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah 
meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut 
harus mengikuti program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke 
satuan pendidikan. Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau 
shelter yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan 
Kemenakertrans untuk pekerja anak. 
5) Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat 
dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan 
memperoleh bantuan secara teratur. 
Peran lembaga pendidikan tersebut memiliki peranan penting untuk 
mensukseskan pencapaian tujuan PKH pendidikan. Pendidikan begitu penting dalam 
kehidupan sebagai mana diterangkan dalam al-Qur’an bahwa Allah akan 
meninggikan orang-orang yang berilmu pengetahuan.  
Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Mujaadilah/58:11 sebagai 
berikut: 
                         
                  
            
Terjemahnya: 
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.8 
                                                          




Ilmu agama di perlukan sebagai landasan orientasi, sumber motivasi, sumber 
inspirasi, dan menetapkan arah dan tujuan kehidupan agar berjalan lurus. Adapun 
ilmu umum, mempercepat seseorang agar sampai pada arah dan tujuan tersebut. 
Selanjutnya sumber juga berberbeda dengan prinsip. Jika sumber adalah sesuatu 
yang memberikan bahan-bahan bagi pembuatan sebuah konsep atau bangunan, maka 
prinsip adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah kegiatan atau usaha dan 
sekaligus menjadi cirri sesuatu tersebut. Misalnya pendidikan untuk semua, 
pendidkan seumur hidup, pendidikan seimbang.9 
Semua acuan yang menjadi sumber atau rujukan pendidikan tersebut telah di 
yakini kebenaran dan kekuatannya dalam mengantarkan aktivitas pendidikan, dan 
telah teruji dari waktu ke waktu.10 Sebagai sumber, maka ia harus memancarkan 
nilai-nilai atau ajaran yang tidak pernah kering, sebagaimana halnya dengan sumur 
yang telah memancarkan air, karena sumur sebagai sumber air. 
Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-A’laq/96: 1-5 sebagai berikut: 
                                             
                        
Terjemahnya: 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.11 
                                                          
9Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Ilsam, (Edisi, Pertama; Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2010), h. 73-74. 
10Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Ilsam  (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 
2006), h. 31. 




Dalam kamus Bahasa Arab kosakata iqra’ atau membaca berarti 
menghimpun atau mengumpulkan informasi berupa data, fakta yang kemudian di 
susun menjadi ilmu pengetahuan.12 
Mula-mula wahyu al-Quran yang di turunkan adalah ayat ini yang mulia lagi 
diberkati, ayat-ayat ini merupakan permulaan rahmat yang di turunkan oleh Allah 
karena kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, dan merupakan nikmat 
mula-mula yang di berikan oleh Allah kepada mereka. Di dalam surah ini terkandung 
peringatan yang menggugah manusia kepada asal mula penciptaan manusia, yaitu 
dari ‘alaqah. Dan bahwa di antara kemurahan Allah swt ialah dia telah mengajarkan 
kepada manusia apa yang tidak di ketahuinya.13 
Hal ini berarti Allah telah memuliakan dan menghormati manusia dengan 
ilmu. Dan ilmu merupakan bobot tersendiri yang membedakan antara Abul Basyar 
(Adam) dengan malaikat. Ilmu itu adakalanya di hati, adakalanya berada di lisan, 
adakalanya pula berada di dalam tulisan tangan. Berarti ilmu itu mencakup tiga aspek 
yaitu di hati, di lisan, dan di tulisan. Sedangkan yang di tulisan membuktikan adanya 
penguasaan pada kedua aspek lainnya, tetapi tidak sebaliknya.14 
Dalam sebuah asar disebutkan, “ikatlah ilmu dengan tulisan.” Dan masih di 
sebutkan dalam asar, bahwa barang siapa yang mengamalkan ilmu yang di 
kuasainya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum di 
                                                          
12 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Cet, I; Bandung: Mizan, 1996), h. 127. 
13Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsiir Min 
Ibni katsir, diterj. oleh M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir, (Cet IV; Bogor: 
Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007), h. 552. 
14 Syaikh Muhammad Abduh, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim (Juz ‘Amma), diterj. oleh 
Muhammad Bagir, Tafsir Juz ‘Amma Muhammad Abduh, h. 334. 
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ketahuinya.15 Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang menghendaki kebaikan di 
dunia maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka 
dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu.” (HR. 
Bukhori dan Muslim)16 
Adapun manfaatnya yaitu untuk manusia. Melalui visi dan tujuan ini, maka 
ideologi pendidikan dapat dikenali, yaitu ideologi yang berbasis pada theo-
antropocentris. Yakni memusatkan pada kebutuhan manusia dengan jalan mengikuti 
petunjuk Allah.17 Rendahnya pendidikan berakibat pada sempitnya lapangan kerja 
yang di masuki, keadaan inilah yang mengakibatkan kemiskinan dan kebodohan. 
Ibn Sina pernah berkata, bahwa akhlak yang paling buruk adalah 
kebodohan.18 Prinsip ini sejalan dengan firman Allah swt dalam QS. At-Taubah/9 
:122 yaitu : 
                          
                     
Terjemahnya: 
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya.19 
                                                          
15Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsiir Min 
Ibni katsir, diterj. oleh M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir, h. 553. 
16Al-Sayyid Ahmad al-Hasyim Bek, Mukhtar al-Hadits al-Nabawiyah, (Mesir: Hijaz bi al-
Qahirah, 1367 H/1948), h. 190. 
17 Syaikh Muhammad Abduh, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim (Juz ‘Amma), diterj. oleh 
Muhammad Bagir, Tafsir Juz ‘Amma Muhammad Abduh, h. 334. 
18Abuddin Nata, Konsep Pendidikan Ibn Sina, (Cet, ke-2; Jakarta: Bulan Bintang 1974), h. 
19-34. 




Ayat tersebut menekankan tiga hal yaitu:20 
a. Bahwa kewajiban meneuntut ilmu tidak hanya dilakukan pada saat keadaan 
normal, melainkan dalam keadaan tidak normal, misalnya dalam keadaan 
perang pun, kegiatan menuntut ilmu tetap harus di laksanakan, karena jika 
perang sudah usai, yang diperlukan membangun Negara yang rusak akibat 
perang, serta membangun bidang lainnya, dan ini di perlukan orang-orang 
yang terdidik. 
b. Bahwa kewajiban belajar tidak hanya pada ilmu umum saja, melainkan juga 
pada ilmu agama (tafaqquh fi al-din), karena ilmu agama di butuhkan dalam 
rangka membina mental spiritual dan kepribadian umat manusia, serta akhlak 
yang mulia. Pendidikan agama menjadi dasar bagi pendidikan umum. 
c. Bahwa setiap orang yang telah menamatkan pendidikannya, wajib 
mengamalkan ilmunya, dan diperioritaskan di negeri sendiri. 
Dengan demikan dalam Islam bukan hanya wajib belajar, melainkan wajib 
mengajar. Kewajiban belajar dan mengajar dalam Islam sama kedudukannya. Islam 
tidak menoleransi masyarakat yang mebiarkan dirinya berada dalam kebodohan. 
Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, Nabi Muhammad saw bersabda: 
“Menuntu imu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, dan 
sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan 
untuknya oleh semua makhluk, hingga binatang hidup yang ada di laut.” (HR. 
Ibn Abd. Al-Barr dari Anas)21 
Dari hadits tersebut ada beberapa hal yang harus di ketahui yaitu:22 
                                                          
20Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Ilsam, h. 103-104. 
21Al-Sayyid Ahmad al-Hasyimi Bek, Mukhtar al-Ahadits al-Nabawiy, (Cet, ke-6; Mesir: 
Mathba’ah Hijazy, 1367 H/1948 M), h. 107. 
22Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Ilsam, h. 105. 
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a. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim, dengan 
tidak membedakan yang miskin dan yang kaya, laki-laki dan perempuan, 
di kota atau di desa.  
b. Menuntut ilmu merupakan pekerjaan yang mulia dan di sukai oleh semua 
makhluk Allah swt, karena orang yang berilmu akan memberi manfaat 
kepada semua orang, bahkan kepada makhluk lainnya. 
6. Konsep Islam tentang Jaminan Sosial 
a.  Arti Umum Jaminan Sosial 
Dalam Islam, jaminan sosial berasal dari kata takaful yang menunjukkan 
makna pengharusan dan tanggung jawab, karena takaful merupakan bentuk interaktif 
dari kata kafala. Dikatakan, takkafaltu bisy syai’i, artinya aku mengharuskan diriku 
kepadanya, dan aku akan menghilangkan darinya keterlantaran. Sedangkan kata 
sosial disebutkan dalam Islam dengan kata ijtima’i  yang berarti masyarakat. 
Maksudnya, perkumpulan sekelompok manusia yang dipadukan oleh satu tujuan.23 
Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan sosial itu berarti, 
tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan masyarakat muslim terhadap 
individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, 
dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan 
menghindarkan keburukan dari mereka. Namun, harus diingat jika membahas takaful 
dalam Islam adalah bahwa takaful mencakup orag yang membutuhkan yang telah 
mengerahkan segala upayanya tetapi tidak biasa merealisasikan kecukupannya. 
                                                          
23 Jaribah al-Haritsi, al-Fiqh al-Iqtishadi li Amirul Mukminin Umar Ibnu al-Khaththab 
diterj.oleh Asmuni Shalihan Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar Ibnu al-Khatthab (Cet. 3; Jakarta 
Timur: Khalifa, 2010), h. 285. 
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Sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa Islam mendukung para penganggur dan 
orang-orang yang malas bekerja.24 
Hukum jaminan sosial, menurut fukaha, adalah “mekanisme legal yang 
terutama sekali dimaksudkan untuk menjamin penyediaan uang tunai secukupnya 
untuk individu, jika dihubungkan dengan manfaat dalam bentuk barang yang 
disediakan oleh layanan sosial yang lain, maka jaminan sosial itu dimaksudkan untuk 
menjamin bahwa seseorang dapat menikmati suatu standar kehidupan (standard of 
living) minimal yang diterima secara cultural, jika cara-cara normal untuk 
melakukannya gagal.”25 
Secara luas, jaminan sosial mencakup bantuan social berupa kebutuhan dasar 
hidup, jaminan sosial terhadap risiko (seperti sakit, usia lanjut, pengangguran), 
pemeliharaan publik, dan sebagainya. 
Gagasan mengenai jaminan sosial itu berasal dari realisasi tanggung jawab 
Negara untuk memberikan perlindungan warganya dengan baik terhadap 
kemungkinan-kemungkinan buruk tertentu seperti kebutuhan, kemiskinan, penyakit, 
buta huruf, pengangguran dan usia lanjut. Semula jaminan sosial dibatasi hanya pada 
para pekerja saja, tetapi akhir-akhir ini telah diperluas sehingga mencakup seluruh 
warga negara. Demikianlah, di dunia modern, hamper semua negara membiayai 
beberapa jenis skema jaminan sosial untuk memberi manfaat moneter kepada orang-
orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Skema seperti itu mencakup bantuan 
terhadap sakit, pengangguran, pension bagi orang berusia lanjut, para janda dan 
                                                          
24 Jaribah al-Haritsi, al-Fiqh al-Iqtishadi li Amirul Mukminin Umar Ibnu al-Khaththab 
diterj.oleh Asmuni Shalihan Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar Ibnu al-Khatthab, h. 286. 
25Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group 2012), h. 281. 
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mereka yang cacat, kompensasi bagi kecelakaan kerja, bantuan kehamilan, biaya 
hidup keluarga.26 
Konsep Islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat al-Qur’an dan 
Hadis berikut ini, yang menyuruh kaum mukminin menolong saudara seagama 
mereka yang fakir dan miskin yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar 
hidupnya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nisaa/4:36 sebagai berikut: 
                          
                           
                    
Terjemahnya: 
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman 
sejawat, ibnus sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”27 
Kewajiban berbuat baik kepada anak-anak yatim karena mereka telah 
kehilangan orang yang mengurus kemashlahatan mereka dan orang yang memberi 
mereka nafkah. Maka Allah memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan baik 
dan dengan penuh kasih sayang. Kemudian Walmasakiin dan berbuat baik kepada 
orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan uluran tangan 
karena tidak menemukan apa yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Maka 
Allah memerintahkan agar mereka dibantu hingga kebutuhan hidup mereka cukup 
terpenuhi dan terbebaskan dari keadaan daruratnya. Seperti disebutkan dalam sebuah 
hadis yaitu bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah, tetapi kepada kerabat 
                                                          
26Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, h. 281-282. 




adalah sedekah dan silaturahmi. Kemudian di sebutkan dalam firman Allah swt 
dalam QS. Adz-Dzariyaat/51: 19. 
                 
Terjemahnya: 
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tidak mendapat bagian.”28 
Orang yang mulai meminta-minta dan dia punya hak untuk meminta-minta 
walaupun ia berkendaraan kuda. Jadi harta yang kita miliki ada hak untuk orang-
orang miskin yang seharusnya kita sedekahkan. Sebagaimana Abu Sa’id al-Khudri 
melaporkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Setiap orang yang memiliki barang 
lebih dari keperluannya, haruslah memberikan kelebihan itu kepada yang lemah 
(miskin) dan barang siapa memiliki makanan lebih dari yang dia butuhkan 
hendaknya memberikan kelebihannya itu kepada orang fakir dan papa.  
Dari ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw tersebut, jelaslah 
bahwa negara Islam, dalam kedudukannya sebagai wali bagi kaum miskin dan 
mereka yang tak berpengharapan, bertanggung jawab menyediakan kebutuhan paling 
dasar bagi warga negaranya yang fakir dan miskin. Di dalam penerimaan negara 
yang berasal dari zakat, harta rampasan perang dan fai’, al-Qur’an dengan khusus 
menyebutkan bagian kaum fakir dan miskin itu. Selain menetapkan negara Islam 
bertanggung jawab mencukupi kaum miskin, Islam juga menyuruh para pemeluknya 
yang kaya untuk menolong kerabat, kawan dan tetangga mereka yang miskin.29Jadi 
kebutuhan dasar manusia, menurut al-Qur’an dan Sunnah adalah makanan, pakaian 
dan rumah. 
                                                          
28Orang miskin yang tidak mendapat bagian, maksudnya ialah orang miskin yang tidak 
meminta-minta. 
29Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, h. 283-284. 
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Seorang ahli ekonomi Islam yang ternama, Afzalur Rahman, menyebutkan 
zakat (yang di tarik oleh Negara Islam) sebagai sebuah dana asuransi negara Islam. 
Dia menyatakan: “Dana jaminan yang berasal dari kontribusi orang kaya saja. Jika 
anda kaya hari ini, maka anda menyumbang untuk dana tersebut. Kaum fakir dan 
miskin mendapatkan manfaat dari dana tersebut hari ini, tetapi jika anda (atau anak-
anak anda) miskin besok karena adanya perubahan apa pun juga, maka anda (atau 
anak-anak anda) juga akan mendapatkan manfaat dari padanya. 
Dengan demikian tidak ada anggota masyarakat Muslim yang akan merasa 
tidak aman secara finansial baik dirinya, istrinya ataupun anak-anaknya sesudahnya, 
karena ada jaminan sosial itu (yaitu zakat) akan senantiasa menjaga kepentingan 
kaum fakir dan miskin. Oleh karena itu, seseorang muslim tidak perlu 
mengkhawatirkan dirinya terhadap kesulitan yang tak dapat diramalkan seperti sakit, 
kebakaran, kecelakaan, banjir, kebangkrutan, kematian, dan sebagainya, yang 
mungkin akan mengahncurkan karirnya, memusnahkan harta atau bisnisnya dan 
meninggalkan keturunannya dalam keadaan miskin, karena dana zakat adalah 
asuransinya yang permanen terhadap semua bentuk resiko. Bahkan sekalipun 
seseorang berada dalam perjalanan dan jatuh niskin karena kecurian, sakit atau apa 
pun juga, dana tersebut akan tetap mendampinginya.”30 
b. Negara Kesejahteraan Islam di Bawah Nabi dan Para Penerus Beliau 
Dalam sejarah Islam, perwujudan negara kesejahteraan itu sudah terlihat 




                                                          
30Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, h. 285-286. 
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1. Rasulullah saw  
Dari semenjak kelahiran Rasulullah saw di kota Madinah di awal abad 
ketujuh, negara Islam memikul tanggung jawab atas kaum miskin dan papa. 
Rasulullah saw sebagai kepala negara pertama memprakarsai kebijakan pemberian 
santunan berupa bantuan ekonomi itu kepada fakir dan miskin dari kas negara, 
sekalipun negara kecil itu, selama masa pemerintahan beliau, hanya memiliki sumber 
penerimaan yang amat kecil karena terus menerus menghadapi tekanan dan perang. 
Beliau menggunakan penerimaan yang amat terbatas yang di kumpulkan dari zakat, 
khums dan fa’i untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, anak-anak yatim, 
para janda, orang-orang cacat, para debitur, budak, tawanan perang dan para 
penganggur.31 
Mula-mula sekali, satu-satunya penerimaan negara adalah zakat. Seiring 
dengan berlalunya waktu, harta rampasan perang menjadi sumber penerimaan 
pemerintah, karena hanya empat perlimanya saja yang dibagikan kepada para tentara 
yang terlibat dalam pertempuran, sedang seperlimanya dimasukkan kas negara untuk 
membantu kaum miskin. Di luar sumber-sumber tersebut Nabi Muhammad saw 
selalu memberi bantuan financial kepada kaum fakir dan miskin, orang yang sakit, 
serta yang cacat sehingga tidak dapat mencari nafkah. Beliau juga menolong mereka 
yang menganggur baik dalam bentuk bantuan uang ataupun mendapatkan pekerjaan. 
Ketika posisi penerimaan publik di akhir masa pemerintahan beliau membaik, maka 
beliau mulai membayar hutang sendiri atau mereka yang meninggal dunia dan tidak 
memiliki harta untuk membayar utangnya itu. Dengan demikian, Nabi Muhammad 
saw menegakkan sejenis system jaminan social yang memungkinkan negara Islam 
dapat memberi paling tidak kebutuhan dasar manusia kepada seluruh anggota 
                                                          
31Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Kencana 2012, h. 286. 
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masyarakat yang tidak mampu mencarinya untuk kebutuhan diri dan keluarga 
mereka sendiri.32 
Segala kegiatan yang di lakukan oleh Rasulullah saw dalam awal masa 
pemerintahan dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai bagian kegiatan dakwah 
yang ada. Umumnya para sahabat tidak meminta balasan material dari segala 
kegiatan mereka dalam dakwah tersebut.33 
Dengan adanya perang Badar pada abad ke-2 Hijriah, negara mulai 
mempunyai pendapatan dari seperlima rampasan perang (ghanimah) yang disebut 
dengan khums, sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Anfaal/8: 41 
                       
                              
                     
Terjemahnya : 
Ketahuilah, Sesunggguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 
rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat 
Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman 
kepada Allah dan kepada apa Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan 
dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.34 
Dalam ayat tersebut Allah swt menjelaskan bahwa bagian 1/5 adalah hak 
Allah, Rasul dan kerabatnya, golongan yatim, golongan miskin dan ibnu sabil. 
Sedangkan 4/5 sisanya adalah milik para pejuang yang berhak atas rampasan perang 
tersebut. Dengan demikian, bagian yang 1/5 dibagi menjadi 5 bagian yaitu: bagian 
                                                          
32Mustafa Edwin Nasution, Nurul Huda, dkk, Pengenalan Ekslusif, Ekonomi Islam, (Jakarta: 
Putra Grafik, 2006), h. 316. 
33Mustafa Edwin Nasution, Nurul Huda, dkk, Pengenalan Ekslusif, Ekonomi Islam, h. 226-
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untuk Allah, untuk Rasul-Nya, untuk para kerabat beliau, para anak yatim, para fakir 
miskin, dan bagian bagi ibnu sabil.35 Hal ini berlangsung selama masa Rasulullah 
saw, sedangkan setelah beliau wafat maka khulafa’ ar-Rasyidin membagi bagian 
yang 1/5 itu kepada 3 bagian dengan menghapuskan saham Rasul dan kerabatnya. 
2. Abu Bakar As-Siddiq 
Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad saw dengan teguh 
mengikuti kebijakan yang telah diambil oleh Nabi mengenai bantuan financial bagi 
kaum fakir dan miskin. Dia menyatakan perang terhadap para pembangkan zakat, 
karena zakat adalah bagian dari orang miskin dan papa didalam harta kaum 
hartawan. Dalam mendistribusikan dana di antara mereka berhak menerima, Abu 
Bakar pun mengikuti jejak Nabi Muhammad saw dan memberikan bagian yang sama 
tanpa ada perbedaan sama sekali. Ketika beberapa sahabat mendesak agar kaum 
Muslimin paling awal diberi dana bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan 
mereka yang lebih akhir masuk Islam, Abu Bakar menolak permohonan mereka 
dengan berkata: “Saya sangat menyadari keutamaan orang-orang yang kalian 
sebutkan itu; tetapi itu adalah suatu hal yang pahalanya terserah kepada Allah. Yang 
kita bicarakan adalah masalah nafkah, yang lebih menghendaki kesamaan daripada 
pengutamaan”. Selama masa pemerintahannya, didirikan sebuah baitulmal permanen 
dan penerimaannya meningkat cukup banyak karena adanya tambahan penerimaan 
dari beberapa wilayah taklukan ke Negara Islam. Dengan begitu, bantuan untuk 
orang miskin pun juga selalu meningkat.36 
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Abu Bakar, khalifah beliau yang pertama, yang tetap menolong kaum fakir 
dan miskin. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab pengganti Abu Bakar dan 
khalifah kedua Negara Islam, skema jaminan sosial bagi semua orang dilembagakan 
dengan sempurna.Langkah pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah 
menumpas pembangkang suku-suku Arab di dalam negeri melalui peperangan yang 
di sebut perang Riddah (perang melawan kemurtadan) baru melakukan perluasan 
wilayah. 
Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat, seperti yang dikatakan Anas 
(seorang amil) bahwa: jika seseorang yang harus membayar unta betina berumur satu 
tahun sedangkan dia tidak memilikinya dan ia menawarkan untuk memberikan 
seekor unta betina berukuran dua tahun, hal tersebut dapat diterima. Kolektor zakat 
akan mengembalikan 20 dirham atau dua ekor kambing padanya (sebagai kelebihan 
pembayaran). Dalam kesempatan lain Abu Bakar juga menginstruksikan kepada amil 
yang sama, kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan 
yang telah digabung tidak bisa dipisahkan (dikhawatirkan akan kelebihan 
pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat).37 
3. Umar Bin Khattab 
Umar, Khalifah kedua Islam yang menggantikan Abu Bakar, mendirikan 
system jaminan sosial dan pemeliharaan kepentingan publik yang menyeluruh dan 
mencakup segala sesuatu setelah penerimaan baitulmal meningkat besar karena 
ditaklukannya banyak Negara kaya yakni kekaisaran Iran dan Roma serta kekaisaran 
lain seperti Irak, Suriah, Mesir, dan sebagainya. Di masa pemerintahannyalah Negara 
kesejahteraan Islam yang ideal yang memiliki system pemeliharaan kepentingan 
public dan jaminan social berskala besar didirikan, yang menjamin distribusi 
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kekayaan yang merata dan standar kehidupan yang minimal, namun layak bagi 
seluruh warga Negara. Bermacam-macam departemen dibuat untuk melaksanakan 
fungsi distribusi dana bantuan kepada rakyat, serta dilakukan pula pencatatan nuntuk 
tujuan ini.38 
Umar memerintah hanya selama sepuluh tahun, akan tetapi dalam periode 
yang singkat itu banyak kemajuan yang dialamai umat Islam, kalau boleh dikatakan 
pemerintahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek 
ekonomi system ekonomi yang dikembangkan berdasarkan kepada keadilan dan 
kebersamaan dan di sinilah letak ketinggian ajaran Islam. Sistem tersebut didasarkan 
pada prinsip pengambilan sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibagikan 
kepada orang-orang miskin. Faktor-faktor produksi yang dimiliki tidak berada dalam 
kekuasaan individu. Semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal, dan 
organisasi berada pada komunitas.39 
Imam Abu Yusuf, dalam bukunya Kitab al-Kharaj, menulis secara perinci 
mengenai dana bantuan yang diberikan oleh Khalifah Umar ke berbagai kelompok 
masyarakat. Ketika Allah memperluas penaklukan selama ke Khalifahan Umar serta 
Persia dan Romawi ditaklukan, dia memamnggil Majelis Syura para sahabat Nabi 
Muhammad saw dan berkata, “Saya telah memutuskan untuk menyimpan harta 
didalam Baitul Mal (Perbendaharaan Negara), karena hal itu akan berguna dalam 
membayar dana bantuan dana tahunan untuk rakyat, dan saya ingin mengetahui 
pendapat kalian”. Para sahabat menjawab, “Lakukanlah apa yang engkau pandang 
baik dan Tangan Allah bersamamu.” Maka ‘Umar menetapkan dana bantuan bagi 
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berbagai kategori rakyat serta minta agar disiapkan pencatatan. ‘Umar bertanya, 
anam siapakah yang akan dituliskan pertama di dalam daftar itu. Abdur Rahman bin 
‘Auf menjawab, “Mulailah dengan namamu sendiri.” ‘Umar berkata, “Demi Allah! 
Saya dapat melakukan hal itu tetapi saya akan mulai dengan Bani Hasyim, keluarga 
Nabi Muhammad saw.40 
Demikian besar kesadaran khalifah akan tanggung jawab terhadap kaum 
miskin sehingga diriwayatkan bahwa ia pernah mengatakan bahwa ia akan diminta 
pertanggung jawaban di hari kiamat nanti akan seekor unta yang mati kehausan di 
tepi Sungai Tigris (Sungai Dajalah). 
Sesudah Khalifah Umar. Sistem jaminan sosial terus dilaksanakan dengan 
semangat dan kegiatan yang kurang lebih sama oleh dua penggantinya, ‘Utsman dan 
‘Ali, Khulafaur rasyidin yang ketiga dan keempat. Namun seiring dengan terpecah 
belahnya kekhalifahan, maka sistekm yang luar biasa untuk menolong kaum miskin 
itu juga memburuk.41 Umar bin Abdul Azis, seorang khalifah lain yang sangat sholeh, 
menghidupkannya kembali sebentar selama semasa masa pemerintahannya yang 
singkat (dua tahun depalapan bualan). Sayangnya, pada masa-masa berikutnya, 
system tersebut secara berangsur-angsur lenyap karena tiadanya minat pribadi pada 
para penguasa Muslim sendiri. 
7. Konsep Islam tentang Negara Kesejahteraan 
Konsep Islam tentang negara kesejahteraan berbeda secara fundamental dari 
keduanya. Hal itu disebabkan oleh karen konsep Islam itu sedemikan komprehensif 
sifatnya, yaitu Negara kesejahteraan didalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan 
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total umat manusia, yang kesejahteraan ekonomi hanyalah merupakan bagian saja 
daripadanya.42 
Pembobotan yang sama atas zakat dan shalat didalam al-Qur’an merupakan 
hal yang amat penting untuk dapata memahami secara utuh hakikat yang sebenarnya 
dari negara kesejahteraan dalam Islam. Saling pengaruh yang dinamis antara dimensi 
spiritual dan sekuler di dalam masyarakat Islam itu adalah symbol dari kesatuan 
agama dan ekonomi. Efek sosial dan ekonominya sehat dan pola sosial yang 
dimunculkannya juga bebas dari tirani kapitalisme yang mengerikan dan 
standardisasi pemaksaan di dalam masyarakat komunis. Harmoni sosial yang 
meliputi segalanya inilah yang telah menyebabkan H.G. Wells menulis: “Islam telah 
menciptakan sebuah masyarakat yang lebih terbebas dari kebengisan yang merata 
dan tekanan sosial dibandingkan dengan masyarakat mana pun yang ada di dunia 
sebelumnya.43 
Memang demikian, karena konsep Islam mengenai negara kesejahteraan tidak 
hanya didsarkan pada perwujudan nilai-nilai ekonomi saja melainkan juga pada tata 
niai Islam dalam bidang spiritual, sosial dan politik. 
Oleh karena itu, tujuan primer sebuah negara Islam adalah menegakkan 
sebuah masyarakat ideal yang didasarkan pada keadilan, persamaan, dan kebaikan. 
Negara Islam tidak hanya menegakkan sistem penyembahan kepada Allah (yakni 
sholat atau sembahyang) melainkan juga menegakkan sistem zakat. Dengan 
demikian, baik kesejahteraan spiritual maupun material setiap individu sama-sama 
dituju oleh Negara Islam. 
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a. Fungsi-Fungsi Negara Kesejahteraan Islam 
Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Negara kesejahteraan Islam 
memikul tugas-tugas berikut ini: 
1) Kewajiban Negara Islam terhadap kaum fakir dan miskin serta bagian mereka 
di dalam penerimaan Negara ditegaskan oleh ayat Al-Qur’an berikut ini: 
Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan 
perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasu, anak-
anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. (QS. al-Anfal /8: 41)44 
Kewajiban Negara Islam terhadap kaum fakir dan miskin serta statusnya 
sebagai wali mereka diperjelas oleh Nabi Muhammad saw sebagai berikut: “Allah 
telah menjadikan zakat itu wajib bagi kaum Muslimin, yang dipungut dari orang 
kaya dan didistribusikan kepada kaum miskin.” (HR. Muslim).45 
Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw tersebut diatas 
menegaskan tanpa ragu bahwa memenuhi kebutuhan dasar warga negara adalah 
tanggung jawab negara Islam. Dalam soal ini, Islam tidak mengenal perbedaan antara 
kaum Muslimin dan non-Muslim. Suatu kali, Khlaifah Umar melihat seorang dzimmi 
meminta-minta sedekah. Dia lalu memberinya pensiun dan membebaskannya dari 
membayar jizyah. Khalid, seorang jendral Islam yang amat terkenal, membuat 
perjanjian dengan kaum non-Muslim Hira yang di dalamnya terdapat pasal untuk 
memberi financial kepada kaum non-Muslim yang miskin melarat.46 
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2) Al-Qur’an menyebut kebutuhan dasar manusia dengan kalimat sebagai berikut: 
“Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan 
telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) 
akan ditimpa panas matahari didalamnya.” (QS. Thaha/20 : 118-119).47 
Jadi kebutuhan dasar manusia adalah: perlindungan dari rasa lapar dan haus, 
dari ketelanjangan, dan dari panasa matahari yang berarti tempat tinggal. Dengan 
kata lain, makanan, pakaian, dan rumah adalah kebutuhan dasar manusia yang 
merupakan kebutuhan minimal manusia untuk melangsungkan hidupnya di dunia ini. 
Nabi Muhammad saw juga telah mendefinisikan kebutuhan hidup minimal itu di 
dalam Hadis yaitu: “Anak Adam tidak memiliki hak yang lebih baik dari pada rumah 
tempat ia tinggal, selembar pakaian untuk menutupi auratnya serta sepotong roti dan 
air” (Tirmidzi). Dari Hadis Nabi saw ini juga dapat kita lihat bahwa kebutuhan 
manusia yang paling mendasar adalah makanan dan air, pakaian, dan rumah.48 
3) Filsafat ekonomi sebuah Negara Islam didasarkan pada konsep keadilan sosial. 
Allah telah menempatkan segala kebutuhan dan rezeki di Bumi untuk 
memenuhi kebutuhan ereka. Namun, karena berbagai sebab, distribusi semua 
sumber tersebut tidak dapat berlangsung dengan adil di antara manusia, 
sehingga menjadikan beberapa orang yang beruntung menjadi amat kaya dan 
memiliki kekayaan lebih dari pada yang mereka perlukan dan menjadikan 
sebagaian besar sisanya amat miskin sehingga tidak atau sedikit sekali 
memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling 
mendasar. 
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Muhammad Asad, ketika membicarakan kewajiban-kewajiban Negara Islam 
dalam hubungannya dengan jaminan ekonomi bagi warga Negara, menulis: “Oleh 
karena itu, jelas bahwa sebuah Negara yang ingin benar-benar menjadi Islam harus 
mengatur semua permasalahan masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap individu, 
lelaki maupun perempuan, dapat menikmati kebutuhan materiil minimal yang tanpa 
itu, maka tidak akan terwujud kemuliaan manusia, tidak ada kebebasan sejati, dan 
terakhir tidak ada pertumbuhan spiritual.  
4) Dalam rangka mencapai keadilan sosial-ekonomi yang diidamkannya, Islam 
menekankan hak-hak sosial atas harta individu, seperti hak kerabat yang 
miskin untuk mendapatkan bantuan finansial, hak tetangga miskin untuk 
mendapatkan pertolongan, hak budak untuk mendapat pertolongan, hak para 
musafir, kawan dan kaum Muslimin pada umumnya yang memerlukan bantuan 
financial.49 
Pandangan seorang sahabat yang amat dekat dengan Nabi, yakni Abu Dzar 
al-Ghaffari adalah bahwa kaum kaya harus menyerahkan seluruh surplus kekayaan 
mereka kepada masyarakat Muslim atau Negara sehingga kebutuahn kaum miskin 
dapat terpenuhi. Menurutnya, tidak seorang Muslim pun berhak menahan kekayaan 
lebih dari keperluannya jika masih ada seorang pun Muslim yang lapar atau telanjang 
di negeri itu. 
5) Pendidikan dan kesehatan memainkan peran yang amat vital di dalam 
kesejahteraan individu maupun pembangunan suatu bangsa. Maka dalam 
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rangka mencapai tujuan sosial-ekonominya, Negara kesejahteraan tidak dapat 
mengabaikan kedua sektor tersebut.50 
Oleh karena itu, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan secara cuma-
cuma atau sangat subsidi (heavily subsidized) merupakan salah satu dari kewajiban 
yang terpenting bagi Negara kesejahteraan Islam. 
B. Tinjauan Umum Kemisikinan 
1. Pengertian Kemiskinan 
Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk 
memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidak 
mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan 
pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk 
memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar 
pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan 
kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup.51 
Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar 
tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan 
kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak 
merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di 
suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila 
memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak 
banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya. 
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Ada dua macam kemiskinan yakni kemiskinan subjektif dan kemiskinan 
objektif. Kemiskinan subjektif adalah kemiskinan yang berlaku secara individual. 
Kemiskinan subjektif berhubungan dengan perasaan. Seseorang di katakana miskin 
jika ia merasa miskin, dan di katakana kaya jika ia merasa kaya, bukan karena orang 
lain mengatakannya demikian. Sedangkan kemiskinan objektif berhubungan dengan 
pandangan orang banyak. Maksudnya, seseorang di katakana miskin karena orang-
orang memang melihatnya tidak berpunya, dan seseorang di katakana kayak arena 
orang banyak memang melihatnya kaya.52 
Meskipun demikian, sekalipun secara umum, beberapa di antara mereka 
menuliskan juga definisi kemiskinan itu. 
Poverty is a state in which a household’s income is too low to be able to buy 
the quantities of food, shelter, and clothing that are deemed necessary.53 Poverty is a 
condition in which people have ineadequate incomes.54 
Suparlan menyatakan kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat yang 
rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan 
orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung 
nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa  
harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.55 
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Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri terlepas dari aspek-aspek 
lainnya, tetapi kemiskinan itu terwujud sebagai hasil interaksi antara beberapa aspek 
yang ada dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut, terutama adalah aspek 
sosial dan ekonomi. Aspek sosial ialah adanya ketidaksamaan sosial diantara sesama 
warga masyarakat yang bersangkutan, seperti perbedaan suku bangsa, ras, kelamin, 
usia, yang bersumber dari corak system pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat. 
Sedangkan yang dimaksud dengan aspek ekonomi ialah, adanya ketidaksamaan 
diantara sesama warga masyarakat dalam hak dan kewajiban yang berkenaan dengan 
pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi.56 
Klasifikasi atau penggolongan seseorang atau masyarakat dikatakan miskin, 
ditetapkan dengan menggunakan tolak ukur tingkat pendapatan dan kebutuhan 
relatif. Kemiskinan itu lebih terasa lagi apabila mereka telah membandingkannya 
dengan kehidupan orang lain yang lebih tinggi tingkat kehidupannya. Selanjutnya, 
kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, pakaian, papan sebagai tempat 
berteduh, Emil Salim menyatakan bahwa mereka dikatakan berada dibawah garis 
kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 
paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.57 
Kemiskinan adalah kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan 
pokok seperti sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Hal ini tetunya akan 
menjadi masalah besar bilama pertumbuhan penduduk yang semakin besar bilamana 
pertumbuhan penduduk yang semakin besar dan tidak di ikuti oleh pertumbuhan 
bahan kebutuhan pokok manusia sehingga pada akhirnya akan terjadi kemiskinan 
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dan ini bisa menjadi kemiskinan terstruktur dan tentunya sudah sulit di pecahkan 
sehingga inilah menjadi masalah perkotaan yakni kemiskinan perkotaan, walaupun 
sudah banyak program tetapi tidak efektif dalam implementasinya, utamanya dalam 
menanggulangi kemiskinan pelayanan publik berbasis pro miskin.58 
Kartasasmita (dalam Izza Mafruhah) menegaskan bahwa kemiskinan paling 
tidak di sebabkan oleh empat faktor:59 
a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan 
kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya 
lapangan kerja yang dapat di masuki. 
b. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah 
menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya fikir dan rendahnya 
prakarsa. 
c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan 
di perberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapngan kerja 
atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan 
lingkaran kemiskinan. 
d. Kondisi keteriolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak 
berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga 
sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
gerak kemajuan yang di nikmati masyarakat lainnya.  
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Setiap individu memiliki kebutuhan yang terkecil hingga terbesar. Tingkatan 
kebutuhan manusia bisa dijabarkan ke dalam hierarki kebutuhan Maslow sebagai 
berikut:60 
a) Kebutuhan Fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar yang lebih 
berhubungan pada kebutuhan fisik, seperti kebutuhan makanan, minuman, 
tempat berteduh, tidur dan oksigen. Kebutuhan fisiologi merupakan 
kebutuhan yang memiliki potensi besar untuk menuju ke tingkat kebutuhan 
selanjutnya. 
b) Kebutuhan akan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologi terpenuhi, maka 
kebutuhan akan rasa aman, seperti rasa aman fisik, stabilitas, 
ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari berbagai ancaman, teroris, 
penyakit, takut, cemas atau bencana alam. Apabila kebutuhan fisiologi perlu 
dipenuhi secara total, sedangkan kebutuhan akan rasa aman tidak bisa 
terpenuhi secara total. Manusia tidak bisa dapat terlindungi dari berbagai 
ancaman meteor, kebanjiran, atau ancaman dari orang lain. 
c) Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. 
Setelah dua kebutuhan diatas terpenuhi, selanjutnya aka nada kebutuhan 
akan rasa memiliki dimiliki dan kasih sayang, manusia akan mencari 
sahabat, pasangan, keturunan, dan kebutuhan untuk dekat dengan keluarga. 
Seseorang yang cintanya sudah relatif terpenuhi tidak akan merasa panic 
ketika menolak cinta dan ketika ada seseorang yang menolak dirinya, ia juga 
tidak merasa hancur. Menurut Maslow berpendapat bahwa kebutuhan cinta 
merupakan cinta yang memberi dan cinta yang menolak. 
                                                          
60Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro 
dan Makro,  h. 49. 
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d) Kebutuhan akan penghargaan. Manusia akan mengejar kebutuhan akan 
penghargaan, seperti menghormati orang lain, status ketenaran, reputasi, 
perhatian, dan sebagainya. 
e) Kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini melibatkan keinginan yang 
terus menerus untuk mencapai potensi yang diinginkan. Menurut Maslow 
kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dimiliki manusia untuk melibatkan 
diri sendiri agar menjadi apa yang sesuai dengan keinginan berdasarkan 
kemampuan dirinya. 
Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan 
permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya 
menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh 
Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program 
pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. 
Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers 
menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) 
yang memiliki lima dimensi, yaitu:61 
a. Kemiskinan (Proper) 
Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah 
kondisi ketidak mampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan 
pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang 
tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pulapada kelompok 
yang telah memiliki pendapatan. 
b. Ketidak berdayaan (Powerless) 
                                                          
61Chambers, Rural Development, Putting the Last First, (Longman: London, 1983), h. 25. 
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Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada 
kekuatan sosial (sosial power) dari seseorang atau sekelompok orang 
terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk 
mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency) 
Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau 
kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di manasituasi ini 
membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi 
rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya 
pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang 
membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi 
dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini. 
d. Ketergantungan (dependency) 
Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang 
atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkantingkat 
ketergantungan terhadappihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak 
memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau 
penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan 
baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-
persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akansumber 
pendapatan. 
e. Keterasingan (Isolation) 
Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor 
lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. 
Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang 
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jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian 
besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat 
yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas 
kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini 
menjadi penyebab adanya kemiskinan. 
Para ahli ilmu-ilmu sosial umumnya berpendapat bahwa sebab utama yang 
melahirkan kemiskinan ialah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang 
bersngkutan. Sistem ekonomi ini tercermin dalam berbagai pranata yang ada dalam 
masyarakat tersebut, yaitu suatu sistem antar hubungan peranan-peranan dan norma-
norma yang terorganisasi untuk usaha-usaha penentuan kebutuhan-kebutuhan sosial 
utama yang dirasakan perlunya dalam msyarakat.  
Kemiskinan menurut pendapat umum dapat dikategorikan dalam tiga unsur, 
yaitu:62 
a. Kemiskinan yang disebabkan aspek badaniah atau mental seseorang, biasnya 
orang-orang tersebut tidak bisa berbuat maksimal sebagaimana manusia 
lainnya yang sehat jasmaniah. Karena cacat badaniah misalnya, dia lantas 
berbuat atau bekerja secara tidak wajar, yaitu menjadi pengemis atau 
meminta-minta. Sedangkan yang menyangkut aspek mental, biasanya mereka 
disifati oleh sifat malas bekerja secara wajar, sebagaimana halnya manusia 
lainnya. Mereka ada yang bekerja sebagai peminta-minta, atau sebagai 
pekerja sambilan bila ada yang memerlukannya. 
b. Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam, apabila tidak segera diatasi 
sama saja halnya akan menimbulkan beban bagi masyarakat umum lainnya. 
                                                          
62Abu Ahmadi, dkk, Ilmu Sosial Dasar, 329. 
58 
 
Mereka yang kena bencana alam, umumnya tidak memiliki tempat tinggal 
bahkan sumber-sumber daya alam yang mereka miliki sebelumnya habis oleh 
pengikisan bencana alam. Biasanya pihak pemerintah mengambil, atau 
menempuh dua cara, pertama sebagai pertolongan sementara diberikan 
bantuan secukupnya dan tindakan berikutnya mentransmigrasikan mereka ke 
tempat-tempat lain yang lebih aman dan memungkinkan mereka bisa hidup 
layak. 
c. Kemiskinan buatan disebut juga kemiskinan struktural, ialah kemiskinan 
yang ditimbulkan oleh dan dari struktur-struktur ekonomi, sosial dan kultural 
serta politik. Kemiskinan struktural ini selain ditimbulkan oleh struktur 
penenangan atau nrimo memandang kemiskinan sebagai nasib. 
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan 
kompleks diantaranya:63 
a) Pengangguran. 
Dengan banyaknya angka pengangguran berarti banyak masyarakat tidak 
memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki 
penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis 
pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. 
b) Pendidikan. 
Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa 
ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi 
menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Karena untuk makan satu kali sehari saja 
                                                          




mereka sudah kesulitan. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya 
tingakt pendidikan seseorang. 
c) Kesehatan. 
Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap 
klinik pengobatan apalgi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos 
pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh 
kalangan miskin. 
d) Kekerasan. 
Kekerasan-kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari 
pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mecari nafkah melalui jalan yang 
benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan 
menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, 
merampok, menodong, mencuri atau menipu.  
2. Kemiskinan dalam Persfektif Islam 
Sebelum kita mengetahui lebih dalam masalah kemiskinan menurut al-
Qur’an, sayogyanyalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud 
dengan kemiskinan itu. Telah dimaklumi bersama, khusunya kita kaum muslimin 
bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diakui pada hari kiamat dan Allah swt 
dengan tegas telah menyatakan bahwa yang mencari agama selain Islam adalah batil 
dan tidak akan diterima di hari kiamat kelak. Allah swt berfirman dalam QS Ali 
‘Imran/3 : 85. 




Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan 
diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang 
rugi.64 
Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa agama selain Islam adalah 
tertolak. Sejak turunnya ayat pada surat al-Maidah pada waktu haji wada’ kepada 
baginda junjungan Nabi Muhammad saw, maka agama Islam yang telah 
didakwahkan oleh beliau selama 23 tahun itu sempurna sudah. Hal ini telah 
dijelaskan oleh Allah swt dalam QS\ al-Ma>idah/5: 3 
                        
                        
Terjemahnya: 
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu.65 
Dari ayat di atas, sudah jelas sekali akan kesempurnaan agama Islam yang 
telah diturunkan Allah swt kepada Rasulullah Muhammad saw. Berbekal kitab suci 
al-Qur’an yang merupakan mukjizat terbesar Rasulullah saw, ajaran Islam tertuang 
dalam untaian ayat-ayat yang begitu indah, yang tak satupun mampu membuat yang 
semisal dengan al-Qur’an tersebut meski mereka ditolong oleh beribu-ribu, bahkan 
seluruh umat manusia ini. Al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran agama Islam. 
Dengan demikian mari kita menengok ke dalam al-Qur’anbagaimana 
kemiskinan tersebut. Allah swttelah  berfirman dalam QS al-Taubah 9/ : 60. 
                         
                            
Terjemahnya: 
                                                          
64Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya, (Jakarta: Da>r al-Sunnah, 2015), h. 
61. 




Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.66 
Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta 
yang wajib di sisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang di miliki oleh orang 
muslim sesuai dengan ketentuan untuk di berikan kepada yang berhak 
menerimanya.67 
Di dalam ayat ini al-Qur’an telah menyebutkan dua istilah bagi kemiskinan 
ini, yaitu, fuqara>’ yang merupakan jamak’ (plural) dari faqir; dan masaakiin yang 
merupakan jamak’ (plural) dari miskin. Al-Qur’an selalu menggunakan kedua istilah 
ini ketika menyebutkan tentang problematika kemiskinan ini. munculnya dua istilah 
ini sudah barang tentu ada perbedaan di antara kedua istilah ini.68 
Imam Thabari dalam tafsirnya menerangkan bahwa maksud dari kata 
fuqaraa’ adalah orang orang sangat membutuhkan bantuan untuk meringankan 
bebannya, sedangkan masaakiin ialah orang yang keliling untuk meminta-minta69 
Tentang dua golongan yang pertama; fakir dan Miskin para ahli berbeda 
pendapat, ada yang mengatakan bahwa dua golongan tersebut pada hakikatnya 
                                                          
66Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnnya, (Jakarta: Da>r al-Sunnah, 2015),h. 
196. 
67 Andri Soemitro, Bank Lembaga Keiangan Syariah, (Edisi, I; Jakarta: Kencana 
Prenedamedia Group, 2009), h. 408. 
68Amiruddin Inoed, dkk, Anatomi Fiqh Zakat, Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat, 
(Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), h. 9-11. 
69Abu Yahya Muhammad ibn Shumadih at-Tujibiy, Mukhtashar min Tafsir al-Imam at-
Thabariy, (Kairo: tt), Dar al-Manar lin-Nasyr wa at-Tauzi’, h.196. 
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adalah sama. Demikian pendapat Abu Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah dan Ibnu 
Qasim pengikut Imam Malik.70 
Berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama, sebenarnya keduanya adalah 
dua golongan tetapi satu macam, yakni dalam hal kondisi kekurangan dan dalam 
kebutuhan. Para ahli tafsir dan ahli fikih juga berbeda pendapat dalam memberi 
definisi kedua kata tersebut. Yusuf Qardawi memberikan perumpamaan bahwa 
kedua kata tersebut seperti Islam dan Iman, kalau dikumpulkan terpisah, yakni 
masing-masing mempunyai arti tersendiri, dan jika dipisah terkumpul, yakni bila 
salah satu disebutkan sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai arti buat kata lain 
yang sejajar.71 
Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai 
harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Sedangkan orang miskin adalah 
orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 
Melihat berbagai definisi di atas, jelaslah bahwa orang fakir adalah orang 
yang tidak mempunyai daya upaya, baik berupa harta maupun tenaga yang 
menyebabkan ketidak mampuannya memenuhi hajat hidupnya. Dengan begitu orang 
fakir inilah yang terutama harus dibantu sebelum yang lainnya.Sedangkan orang 
miskin ini memiliki kemampuan untuk bekerja namun belum bisa mencukupi 
kehidupannya. Dari itu, ia masih memerlukan uluran tangan orang-orang yang 
berada untuk mencukupi kebutuhannya. 
Dengan demikian, baik fakir maupun miskin kedua-duanya harus 
mendapatkan uluran tangan kita. Itulah sebabnya delapan golongan penerima zakat 
                                                          
70Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Cetakan, keenam; Jakarta:PT Pustaka  Litera Antar Nusa, 
2002),  h. 511. 
71Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Cet, IV; Jakarta: Gema Insani Press, 
1997), h. 251. 
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(mustahiq zakat) seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an surat at-taubah ayat 60 di 
atas, yang diutamakan adalah orang-orang fakir (fuqaraa’) dan orang-orang miskin 
(masaakiin). 
Bahkan dalam al-Quran juga dianjurkan untuk menyantuni orang miskin dan 
anak yatim seperti disebutkan dalam QS al-Ma’u>n/107 : 1-7. 
                       
                         
                       
Terjemahnya: 
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?Itulah orang yang 
menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang 
miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang 
yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya dan enggan 
(menolong dengan) barang berguna.72 
Dalam surah ini, Allah swt ingin memberitahu kita tentang siapakah yang 
dimaksud sebagai pendusta agama. Menurut Muhammad Abduh itulah orang yang 
menghardik anak yatim yaitu yang mengusir anak yatim atau mengeluarkan ucapan-
ucapan keras ketika ia datang meminta sesuatu yang diperlukan. Semata-mata karena 
meremehkan kondisinya yang lemah dan tiadanya orang tua yang mampu membela 
dan memenuhi kebutuhannya, dan juga tedorong oleh kesombongannya karena 
menganggap dirinya lebih kuat dan lebih mulia.73 
Selain itu seorang pendusta agama yaitu orang yang tidak mau mengajak atau 
menganjurkan orang lain untuk memberi makan kaum miskin. orang seperti itu 
                                                          
72Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnnya, (Jakarta: Da>r al-Sunnah, 2015), h. 
1108. 
73 Syaikh Muhammad Abduh, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim (Juz ‘Amma), diterj.oleh 
Muhammad Bagir, Tafsir Juz ‘Amma Muhammad Abduh, (Cet. V; Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 
h. 331.  
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biasanya juga tidak suka memberi makam orang miskin. jadi ayat ini merupakan 
kiasan tentang manusia yang tidak biasa mendermakan sebagian hartanya kepada 
orang miskin yang memerlukan. 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa suatu kewajiban bagi orang yang mampu 
untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, apalagi sebagai 
pemerintah yang bertanggung jawab atas rakyatnya, maka hendaklah memberikan 
bantuan kepada rakyat miskin yang membutuhkannya agar mereka dapat keluar dari 
kesulitannya. 
Masalah bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin juga diatur dalam 
Islam, yaitu dengan pemberian zakat yang mana salah satu golongan yang berhak 
mendapatkan dana bantuan zakat adalah fakir miskin. Zakat merupakan dasar 
prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Bahkan dikatakan bahwa dengan 
zakat dapat membersihkan jiwa dan harta. Allah swt mengatakan bahwa zakat adalah 
harta yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tersebut. Jika harta dapat 
dibersihkan dengan mengeluarkan zakat, maka harta selebihnya menjadi baik.74 
Sebagaimana sabda Rasulullah saw: Allah swt tidak mewajibkan zakat 
kecuali untuk menyucikan harta-harta yang kamu miliki dan Dia menetapkan adanya 
harta warisan pada harta-harta kalian agar orang-orang setelah kamu terjamin.” Zakat 
itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada 
harta benda. Serta zakat juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka 
dan memperkembangkan harta benda.75 Zakat merupakan pertolongan bagi orang-
orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. 
                                                          
74Abdul Hamid Mahmud al-Ba’ly, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan 
Syariah, (Ed. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 15. 
75 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam; Tinjauan Teoritis dan 
Praktis, (Edidis, Pertama; Jakarta: Kencana Prenada Media  Group, 2010), 293. 
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Zakat harta memiliki tiga segi yaitu:76 
a. Segi ibadah, karena zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan 
bagi mereka yang telah termasuk wajib zakat. 
b. Segi sosial, karena zakat diwajibkan bagi yang telah mampu 
mengeluarkannya dan memberikannya kepada golongan yang berhak 
menerima yaitu salah satunya kepada kaum fakir miskin sehingga akan 
membentuk keterikatan antara yang mampu dan yang membutuhkan. 
c. Segi ekonomi, diharapkan dengan kedisiplinan seseorang membayar zakat, 
dan dana zakat tersebut dapat didayagunakan dengan baik serta dikelola oleh 
lembaga zakat secara proposional maka akan menciptakan kesejahteraan 
masyarakat. 
Menurut teori development of underdevelopment atau teori ketergantungan-
dominasi (dominance-dependency) bahwa sebab-sebab kemiskinan dan 
keterbelakangan bukanlah sekedar faktor-faktor yang terdapat pada masyarakat yang 
bersangkutan seperti kurangnya modal, pendidikan yang rendah, kepadatan 
penduduk, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Lebih dari itu faktor-faktor tersebut 
hanyalah merupakan atribut kemiskinan saja, tetapi kemiskinan itu sendiri berakar 
dari sejarah eksploitasi, terutama yang dilakukan oleh kekuatan kapitalis asing atau 
internasional yang melakukan penetrasi, dominasi dan pengerukan keuntungan dari 
daerah pinggiran ke pusat-pusat metropolis.77 
                                                          
76 Abdul Hamid Mahmud al-Ba’ly, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan 
Syariah, h. 3-4. 
77M. Dawam Rahardjo, Esei-esei Ekonomi Politik  (Jakarta: LP3ES, 1985),   h. 8. 
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Sementara itu, Supriatna mengemukakan tiga strategi dasar program yang 
bertujuan untuk membantu penduduk miskin yakni:78 
a) Bantuan di salurkan ke tempat di mana mayoritas orang miskin hidup, 
melalui program pembangunan desa terpadu atau proyek produksi pelayanan 
yang berorientasi pada penduduk desa. 
b) Bantuan di pusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-orang 
miskin melalui program kebutuhan dasar manusia. 
c) Bantuan di pusatkan pada kelompok yang mempunyai ciri sosio ekonomi 
yang sama yang mendorong atau mempertahankan mereka untuk terus 
berkubang di dalam lingkaran kemiskinan melalui proyek yang di rancang 
bagi masyarakat tertentu. 
Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang selalu muncul dalam 
kehidupan masyarakat. Masalah distribusi pendapatan, kemiskinan dan 
pengangguran adalah masalah yang paling mudah dan sulit dan merebak pada 
permasalahan yang lain, karena itu harus diwaspadai agar tidak menimbulkan gejolak 
sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat.79 
Strategi penanggulangan kemiskinan merupakan hal yang sangat prisipil 
sehingga membutuhkan pemikiran yang komprehensif sehingga kebijakan yang di 
ambil di harapkan dapat mengurangi sekaligus menghilangkan kemiskinan yang 
melanda masyarakat.80 
                                                          
78 Tjahya Supriatna, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan (Cet, I; Bandung: Rineka Cipta, 
2000), h. 250. 
79 Muhammad Ramli, Mananjemen Stratejik Sektor Publik, h. 250 
80 Hadari, Manajemen Strategik, Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, (Cet, II; 
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2003), 240. 
67 
 
Memang kemiskinan absolut di negara yang berkembang termasuk Indonesia 
sulit untuk di hilangkan, terutama di sebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:81 
a) Laju pertumbuhan ekonomi secara makro yang lambat. Dengan laju 
pertumbuhan ekonomi yang lambat, maka peluang kerja tidak bisa tumbuh 
dengan cepat sehingga penyerapan tenaga kerja juga lambat. Hal ini 
mempunyai konsekuensi kesempatan masyarakat untuk keluar dari 
kemiskinan juga sempit. 
b) Pola pertumbuhan yang kurang bersahabat dengan masyarakat miskin. 
Kebijakan-kebijakan yang di terapkan pemerintah cenderung urban 
biased,  kebijakan ini kurang menguntunhkan bagi petani dan masyarakat 
pedesaan yang masih kurang dalam menangkap kebijakan dengan ahli 
teknologi. 
c) Kegagalan pemerintah dalam menciptakan peluang kerja. Mekanisme 
pasar yang di gagas untuk pertumbuhan ekonomi secara cepat ini sering 
tidak mampu menyediakan barang-barang publik yang merupakan 
kebutuhan dasar (Basic needs) seperti pendidikan, kesehatan, dan 
prasarana dasar yang lain. 
C. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual yang di maksud dalam penelitian ini adalah alur pikir 
yang di jadikan pijakan atau acuan di dalam memahami masalah yang di teliti. 
Penelitian ini berfokus pada Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 
Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Maka 
untuk memperoleh gambaran jelas tentang arah penelitian ini, peneliti 
                                                          
81 Tjahya Supriatna, Birokrasi Pemberdayaan, dan Pengentasan Kkemiskinan, (Cet, I; 
Bandung: Humaniora Utama, 1997), h. 245. 
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menggambarkannya dalam bentuk kerangka konseptual sebagai control peneliti 
dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Kerangka konseptual yang di buat untuk 
menjadi acuan atau dasar fokus penelitian.  
Dalam usaha mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah menggulirkan 
program keluarga harapan (PKH), melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan 
sosial yang ditindak lanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
percepatan penanggulangan kemiskinan.  
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang 
termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. 
Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan  persyaratan 
pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat 
miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan 
yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. 
Di bidang pendidikan, PKH memiliki kewajiban terkait dengan 
menyekolahkan anak ke sekolah dasar, lanjutan dan menengah, termasuk anak 
dengan disabilitas. Selain mendaftarkan peserta didik, peserta didik yang termasuk 
anggota PKH tersebut harus memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam 
program yaitu minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan, dengan demikian 
diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat. 
Dengan adanya Program PKH ini dapat meringankan dan membantu rumah 
tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan 
pendidikan serta terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan bisa membantu 
penghasilan keluarga, dengan harapan program ini dapat mensejahterakan 
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masyarakat khususnya di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, kesejahteraan 
masyarakat adalah cita-cita luhur dari setiap bangsa. 
 
Kerangka Pikir Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango. 
Gambar 2.1 


























A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi lapangan (field research), 
dan bersifat kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, menganalisis, dan 
menginterpretasikan data yang terkumpul dalam proses penelitian.1 Noeng Muhajir 
mendeskripsikan jenis penelitian ini sebagai usaha mengungkapkan suatu masalah 
dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan menyingkapan fakta 
dengan menganalisis data.2 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Wilayah Provinsi Gorontalo dan sasaran penelitian 
adalah di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Dengan alasan bahwa di 
Kecamatan Kabila adalah tempat tinggal peneliti, dengan demikian peneliti telah 
mengetahui lokasi dan kondisi masyarakat di Kelurahan dan Desa tersebut.  
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan naturalistik. Ciri penelitian 
naturalistik adalah menggunakan latar alamiah sebagai sumber data utama dan 
peneliti sebagai alat utama, yang melalui data dikumpulkan dan ditafsirkan. 3 
Pendekatan yang di gunakan adalah cases study (studi kasus). 
                                                          
1  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis (Cet, II; Jakarta: 
Rineke Cipta, 1991), h. 11. 
2 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Cet, III; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 
49. 
3 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 
Ilmu Sosial Lainnya, (Cet, VI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 159. 
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C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yakni data 
primer (primary data) dan data sekunder (secondary data).4 
a. Data Primer 
Data primer dalam penelitian ini merupakan keterangan yang diperoleh 
secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui 
objek yang diteliti. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi dengan informan terkait, dengan pertimbangan bahwa 
informan yaitu pihak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 6 orang 
yaitu ibu rumah tangga yang konsen terhadap masalah PKH dan pendamping PKH 
sebanyak 3 orang setiap Kelurahan dan Desa di Kecamatan Kabila, serta pejabat  di 
Gorontalo sebanyak 6 orang, disamping itu juga saya mewawancarai sebanyak 5 
orang dari Kabupaten Bone Pantai sebagai bahan perbandingan penelitian, apakah 
setiap Kabupaten berbeda atau sama Bantuan PKH tersebut. Jadi, wawancara ini 
sebanyak 20 orang dan fokus wawancara hanya ke peserta PKH di Kecamatan 
Kabila. 
b. Data sekunder 
Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sumber data 
yang sifatnya mendukung sumber data primer. Adapun data sekunder bersumber dari 
buku pedoman Operasional PKH yang didapatkan dari pendamping PKH dan Kantor 
UPPKH Kecamatan, serta Jurnal penelitian dan buku-buku Ekonomi Islam yang 
menyangkut tentang jaminan sosial, Ilmu Sosial Dasar dan kesejahteraan Negara 
menurut Prinsip-Prinsip Islam. 
                                                          
4Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 
(Jakarta: Rajawali Press, 2001), h.12. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ada tiga macam yaitu: 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan 
data yang kongkrit dari hasil beberapa pertanyaan yang diajukan. Sutrisno Hadi juga 
mengatakan bahwa wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan 
antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung 
mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.5 
Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti dapat mewawancarai beberapa 
peserta/anggota, dapat juga secara random (acak). Namun demikian, peneliti 
mewawancarai lima 20 orang peserta/anggota  PKH atau dari pejabat/masyarakat 
lain untuk keseimbangan data/informasi) yang telah ditentukan/dipilih berdasarkan 
kemampuan peserta/anggota dalam soal tanya jawab, sehingga data/informasi yang 
dibutuhkan dapat memenuhi kebutuhan  wawancara. 
Wawancara dilakukan pada peserta/anggota di tempat pelaksanaan  Program 
Keluarga Harapan (PKH) serta Pendamping PKH Kecamatan Kabila, pejabat 
Kecamatan, Kelurahan, kemudian ke tingkat RT/RW. Wawancara digunakan untuk 
mengumpulkan pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan dan pengalaman serta 
penginderaan seseorang (pendamping) dengan tujuan memperoleh informasi 
sebanyak-banyaknya.  
2. Observasi 
                                                          
5 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Cet, II; Jakarta: UGM Press, 1980), h. 113. 
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Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.6Yang diteliti 
adalah pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh peserta PKH, baik dalam rumah 
ataupun di luar rumah. Serta mengikuti kegiatan pendamping PKH dalam melakukan 
pendampingan PKH atau pertemuan kelompok pada jadwal dan waktu yang telah 
ditentukan oleh pendamping PKH.7 
Dalam observasi ini peneliti langsung mendatangi Kantor UPPKH Kabupaten 
yang terletak di Kelurahan Padengo serta mendatangi langsung Pendamping PKH di 
Desa Talango, guna memperoleh data yang konkrit tentang hal-hal yang menjadi 
obyek penelitian ini, bahkan peneliti hingga mengikuti kegiatan peserta PKH dalam 
melakukan kegiatan pertemuan kelompok dengan pendamping PKH dan mengikuti  
kegiatan pembagian kartu ATM (Non Tunai) peserta PKH di Kantor Camat Kabila. 
Yang diobservasi adalah kondisi sosial ekonomi RTSM, taraf pendidikan 
anak-anak RTSM, status kesehatan dan gizi, akses dan kualitas pelayanan pendidikan 
dan kesehatan, khususnya bagi RTSM dan lain sebagainya.8 
 
3. Dokumentasi 
Dokumetasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
kajian, baik berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, notulen, foto-foto, 
maupun dokumen dan hal-hal yang berhubungan dengan fokus permasalahan 
                                                          
6Kholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian ,(Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.70 
7 Misalnya, pendamping melakukan pemantauan terhadap keseharian (pekerjaan) yang 
dilakukan oleh peserta/anggota baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan Program Keluarga 
Harapan (PKH) atau pun yang tidak berkaitan langsung. Kebiasaan peserta/anggota PKH dalam  
bertetangga (bersosialisasi) dan pola hidup (mencari nafkah untuk kesejahteraan keluarga). 
8 Keinginan Peserta PKH Hidup Layak atau Perubahan yang Langsung dapat mereka 
Rasakan, Keinginan ini di Observasi melalui Pendekatan secara Langsung, Dialog (Curhat) Dari Hati 
Ke Hati, Sehingga Perasaan Kekeluargaan dapat Dirasakan oleh peserta PKH. 
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penelitian.9Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 
tertulis, dalam hal ini bersumber dari peraturan-peraturan daerah (Perda), buku profil, 
catatan harian dan dokumentasi lainnya.10 
4. Penelitian Kepustakaan 
Teknik penelitian kepustakaan ini digunakan dalam rangka memperoleh data 
sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari berbagai 
dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian deskriptif kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti 
sendiri (human instrument), 11  pada tipe penelitian seperti ini, menurut Usman, 
peneliti adalah instrument kunci (key instrument) yang harus terjun sendiri secara 
aktif dalam melakukan proses wawancara. 12  Instrumen yang digunakan adalah 
pedoman wawancara (interview guide), selain itu juga disiapkan lembar catatan 
untuk wawancara yang dilakukan secara bebas sebagai alat bantu untuk mencatat 
hal-hal yang dianggap penting dan relevan dalam proses penelitian. Instrumen 
lainnya yang digunakan adalah kamera untuk mendokumentasikan wawancara 
dengan informan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
                                                          
9Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineke Cipta, 1991), h. 
207. 
10Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineke Cipta, 2007), h. 158. 
11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XX ; Bandung: CV. 
Alfabeta, 2014), h. 222-223. 
12Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. 
Bumi Aksara, 2000), h.6. 
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Setelah data penelitian terkumpul, tahapan analisis data diawali dengan 
pengorganisasian data dapat dilakukan dengan memilah-memilahnya berdasarkan 
kategorisasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Kategorisasi ini melahirkan data 
yang berdiri sendiri dengan identitas yang khas. Masing-masing unit kategori inilah 
yan kemudian diolah, dianalisis, setelah hal-hal yang dipandang penting dan menjadi 
kunci dalam penelitian ini telah mengelompokan menjadi satu kesatuan. Hasil 
akhirnya adalah suatu uraian serta simpulan yang bersifat tematik tentang suatu 
masalah yang khas yang tersaji sebagai sebuah hasil penelitian. 
2. Analisis Data 
Analisa data yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, 
mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 
apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.  
Di pihak lain, Analisis data kualitatif, Prosesnya berjalan sebagai berikut:13 
a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode 
agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 
b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistensiskan, 
membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 
c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 
mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 
temuan-temuan umum. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
                                                          




Tingkat keabsahan suatu penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh data yang 
diperoleh dari berbagai sumber penelitian. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan data 
hasil penelitian memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan dan validitas 
penelitian. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas 
terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur dalam penelitian kualitatif. 
Pengujian kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, membercheck, dan 
menggunakan bahan referensi.14 
Hal itu dapat dicapai dengan jalan:  
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 
misalnya untuk mengetahui peran program keluarga harapan. 
2. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat 
dan pandangan orang lain, misalnya dalam hal ini peneliti membandingkan 
jawaban yang diberikan oleh nara sumber (Staff UPPKH) dengan jawaban dari 
para peserta program keluarga harapan. Membandingkan hasil wawancara 
dengan hasil dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. 
                                                          
14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: CV. 
Alfabeta, 2009), h. 22. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kecamatan Kabila 
1. Profil Kecamatan Kabila 
Kecamatan Kabila merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di 
Kabupaten Bone Bolango. Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang–
Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan 
Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4269).1 
Bertitik tolak Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 serta mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 
Desember yang mengatur Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo yang kala itu 
hanya memiliki tiga daerah, sementara idealnya minimal harus memiliki lima 
Kabupaten/Kota, maka atas semangat dan aspirasi seluruh kalangan masyarakat di 
empat Kecamatan di Kabupaten Gorontalo masing-masing Kecamatan Suwawa, 
Kecamatan Kabila, Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bonepantai dibentuklah Komite 
Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru (KSPKB) yang berusaha, berjuang 
menjadikan empat kecamatan ini untuk menjadi suatu daerah Kabupaten. Tepat 
tanggal  6 Mei 2003 diresmikanlah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten 
yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
                                                          
1Kabila Dalam Angka, Koordinator Statistik Kecamatan, (Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Bone Bolango, 2016), h. 2. 
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2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di 
Provinsi Gorontalo. 
Kabupaten Bone Bolango adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo. 
Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo tahun 2003. Pada 
waktu dimekarkan Kabupaten Bone Bolango hanya terdiri atas empat wilayah 
kecamatan yaitu Kecamatan Bonepantai, Kecamatan Kabila, Kecamatan 
Suwawa, dan Kecamatan Tapa. Sampai saat ini  Kabupaten Bone Bolango 
mengalami banyak proses pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan, sehingga 
jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan menjadi banyak, yaitu 18 kecamatan yang 
terdiri dari Kecamatan Bone, Kecamatan Boneraya, Kecamatan Bonepantai, 
Kecamatan Botupingge, Kecamatan Bulango Selatan, Kecamatan Bulango Timur, 
Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Bulawa, 
Kecamatan Kabilabone, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Selatan, 
Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Tapa, 
Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Pinogu dan Kecamatan Kabila. 
Menurut bagian Pemerintahan Kecamatan Kabila, status pemerintahan desa-
desa di Kecamatan Kabila adalah swakarya dan swasembada. Jika dilihat dari status 
hukumnya maka semua desa Kecamatan sudah tergolong definitif. Untuk perangkat 
keamanan di setiap desa rata-rata sudah ada.2 
2. Jumlah Kelurahan dan Desa 
Secara administratif Kecamatan Kabila terdiri dari 5 Kelurahan dan 7 Desa 
sebagai berikut : 
 
                                                          
2Kabila Dalam Angka, Koordinator Statistik Kecamatan, (Badan Pusat Statistik Kabupaten 




Nama Kelurahan dan Desa di Kecamatan Kabila Kab. Bone Bolango 
No DESA KELURAHAN 
1 Dutohe Padengo 
2 Dutohe Barat Oluhuta 
3 Poowo Oluhuta Utara 
4 Poowo Barat Tumbihe 
5 Tanggilingo Pauwo 
6 Talango  
7 Poowo  
Sumber: Kantor Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kabila 2017 
Dengan Ibu Kota Kecamatan Kabila terletak di Kelurahan Oluhuta.3 Sebagian 
besar pendudukmya bekerja di sektor pertanian. 
3. Luas Wilayah 
Kecamatan Kabila memiliki luas wilayah sebesar 193,45 km² atau sebesar 
13,94% dari luas wilayah Kabupaten Bone Bolango sebesar 1.984,58 km² berada 
pada ketinggian 0-1500 meter dari permukaan laut, terletak antara  0,27’-
1.01’  Lintang  Utara  dan  antara 121.23’-122.44’ Bujur Timur. Dengan luas wilayah 
tersebut maka Kabupaten Bone Bolango memiliki proporsi wilayah 
kurang  lebih  16,24% dari  luas  wilayah  Propinsi  Gorontalo. Desa terluas adalah 
Desa Dutohe Barat dan Desa Poowo, dilihat dari morfologi permukaan bumi, yang 
terluas adalah daerah dataran rendah.4 
 
                                                          
3Kabila Dalam Angka, Koordinator Statistik Kecamatan, (Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Bone Bolango, 2016), h. 3. 
4Kabila Dalam Angka, Koordinator Statistik Kecamatan, (Badan Pusat Statistik Kabupaten 




Luas Daerah dan Presentase Kec. Kabila Menurut Desa/Kelurahan 
Desa/Kelurahan Luas (Km²) Presentase (%) 
(1) (2) (3) 
Dutohe 17,55 9,07 
Tanggilingo 17,39 8,99 
Padengo 15,81 8,17 
Oluhuta 26,58 13,74 
Tumbihe 10,56 5,46 
Pauwo 15,81 8,17 
Toto Selatan 18,34 9,48 
Poowo 21,08 10,90 
Talango 10,12 5,23 
Poowo Barat 21,08 10,90 
Dutohe Barat 14,08 7,28 
Oluhuta Utara 5,05 2,61 
Jumlah 193,45 100,00 
Sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango 2017 
4. Batas Wilayah 
Kecamatan Kabila terletak di sebelah Timur Kota Gorontalo, sebelah Barat 





                                                          
5Kabila Dalam Angka, Koordinator Statistik Kecamatan, (Badan Pusat Statistik Kabupaten 




Batas Wilayah Administratif Kecamatan Kabila 
Batas Wilayah Berbatasan Dengan 
Sebelah Utara Kecamatan Tilongkabila 
Sebelah Timur Kecamatan Suwawa 
Sebelah Selatan Kecamatan Botupingge 
Sebelah Barat Kota Gorontalo 
Sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango 2017 
5. Visi dan Misi Kabupaten Bone Bolango 
a. Visi  Kabupaten Bone Bolango yaitu:6 
1. Terwujudnya pemerintahan yang amanah, demi terciptanya 
masyarakat yang amanah. 
b. Misi Kabupaten Bone Bolango yaitu 
1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, taat hokum dan demokrasi. 
2. Menciptakan masyarakat mandiri dan berkeadlian 
6. Kependudukan dan Agama 
a. Jumlah Penduduk 
 Penduduk merupakan salah satu topik yang terkait dengan pembangunan 
nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk adalah faktor yang paling 
dominan, karena penduduk tidak hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan 
tetapi juga menjadi sasaran pembangunan.7 
 Kecamatan Kabila di Tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 22.945 jiwa 
dengan kepadatan penduduk 119 jiwa/km². Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 
                                                          
6 Kabila Dalam Angka, Koordinator Statistik Kecamatan, (Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Bone Bolango, 2016), h. 15. 
7 Kabila Dalam Angka, Koordinator Statistik Kecamatan, (Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Bone Bolango, 2016), h. 25. 
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11.344 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 11.601 jiwa. Desa yang 
paling banyak penduduknya yaitu Desa Padengo sedangkan desa yang paling sedikit 
penduduknya yaitu Desa Oluhuta Utara. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kabila 
yang tertinggi yaitu di Kelurahan Tumbihe sebesar 243 jiwa/km², sedangkan yang 
paling jarang penduduknya yaitu Desa Dutohe sebesar 66 jiwa/km². Sebagian besar 
penduduk bekerja di sektor pertanian. 
Tabel: 4.4 
 Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin per Desa/Kelurahan 
Desa/Keluraha
n 











Dutohe 580 575 320 1155 
4 
Tanggilingo 985 1032 517 2017 
4 
Padengo 1280 1380 734 2660 
4 
Oluhuta 960 942 554 1902 
3 
Tumbihe 1247 1319 715 2566 
4 
Pauwo 1734 1740 936 3474 
4 
Toto Selatan 846 874 453 1720 
4 
Poowo 869 875 445 1744 
4 
Talango 688 687 381 1375 
4 
Poowo Barat 744 767 396 1511 
4 
Dutohe Barat 858 851 475 1709 
4 
Oluhuta Utara 553 559 312 1112 
4 
Jumlah 11  344 11 601 6 238 22 945 4 







Seseorang tidak akan mematuhi nilai-nilai dan norma-norma jika ia tidak 
mengetahui, mengakui, dan membiasakan diri dengan nilai-nilai dan  norma-norma 
itu. Oleh karena itu, sesuatu proses untuk mendidik individu dalam konteks 
pengendalian sosial, yaitu pendidikan memegang peranan penting. Dengan 
pendidikan, seseorang diajarkan untuk mengetahui, mengakui, dan membiasakan diri 
pada tahap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui 
proses pendidikan, seseorang dapat mengetahui tindakan yang patut dan tindakan 
yang tidak patut, tindakan yang benar dan tindakan yang salah.8 
Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peserta Didik 
berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang di anutnya dan di 
anjurkan oleh pendidik yang seagama.9 
Hal tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk 
menuntut ilmu. Hal ini dinyatakan dalam QS. Ali Imran/3: 190-191. 
                                                          
8Hanneman Samuel, Sosiologi Studi dan Pengajaran, (Cet.I, Jakarta: Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, 1997), h. 76. 
9Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, (Cet, I; Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, 2014), h. 149. 
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                                    
                                      
                      
Terjemahnya: 
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) 
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 
(seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan 
sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.10 
Pada ayat tersebut istilah Ulu al-bab di artikan hanya orang yang memiliki 
daya pikir dan daya nalar, melainkan juga daya zikir dan spiritual. Kedua daya ini di 
gunakan secara optimal dan saling melengkapi sehingga menggambarkan 
keseimbangan antara kekuatan penguasaan ilmu pengetahuan dan penguasaan 
terhadap ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai spritualitas, seperti keimanan, 
ketakwaan, ketulusan, kesabaran, ketawakalan. 11  Pendidikan merupakan suatu 










TK Raudatul S Madras SM SM Madra
                                                          
10 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnnya, (Jakarta: Da>r al-Sunnah, 2015), h. 
52. 
11Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet, I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 








P A sah 
Aliyah 
(MA) 
Dutohe 1 - 1 - 1 - - 
Tanggilingo 1 - 2 - - - - 
Padengo 1 - 2 - - - - 
Oluhuta 1 - 1 - 1 1 - 
Tumbihe 1 - 1 - - - - 
Pauwo 1 - 2 - - - - 
Toto Selatan 2 - 2 - - - - 
Poowo 1 - 1 - - - - 
Talango 1 - 1 - - - 1 
Poowo Barat 1 1 1 - - - - 
Dutohe Barat 2 - 1 1 - - - 
Oluhuta Utara - - 1 -  - - 
Jumlah 13 1 16 1 2 1 1 
Sumber: Kacabdis Pendidikan Nasional Kecamatan Kabila 2017 
c. Agama 
Secara bahasa, perkataan agama berasal dari bahasa sangsekerta yang erat 
hubungannya dengan agama Hindu dan Budha yang berarti tidak pergi tetap 
ditempat, diwarisi turun temurun. Adapun kata din mengandung arti menguasai, 
mendudukan, kepatuhan, balasan atau kebiasaan. Din  juga membawa peraturan-
peraturan Allah swt berupa hukum-hukum syariat yang harus dipatuhi baik dalam 
bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus 
ditinggalkan. 
Agama menurut istilah adalah undang-undang atau peraturan-peraturan yang 
mengikat manusia dalam hubungan manusia dengan alam. Maka orang yang 
beragama adalah orang yang tenteram dan orang yang damai baik dengan dirinya 
maupun orang lain dari segala aspek kehidupannya.12 
                                                          
12 Hanneman Samuel, Sosiologi Studi dan Pengajaran, h. 77. 
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Agama merupakan salah satu tuntunan bagi manusia dalam berhubungan 
dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Di 
dalam agama terdapat norma-norma tentang perbuatan apa yang diperintahkan, 
diperbolehkan, dianjurkan, dan dilarang. Di dalam agama juga ada system sanksi 
yang akan didapatkan oleh setiap pelaku perbuatan. Perbuatan baik yaitu perbuatan 
yang sesuai norma-norma akan mendapat ganjaran berupa pahala. Perbuatan 
menyimpang yang tidak sesuai kaidah-kaidah agama, yang lazim disebut perbuatan 
dosa, akan mendapatkan hukuman di akhirat kelak. 
Tabel: 4.6 
Penduduk Menurut Pemeluk Agama yang Dianut Menurut 
Desa/Kelurahan 
Kode Desa/Kelurahan Islam Prostestan Katolik Hindu Budha 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
006 Dutohe 1155 - - - - 
007 Tanggilingo 2005 11 1 - - 
008 Padengo 2656 4 - - - 
009 Oluhuta 1891 11 - - - 
010 Tumbihe 2562 4 - - - 
011 Pauwo 3471 3 - - - 
012 Toto Selatan 1718 2 - - - 
016 Poowo 1744 - - - - 
017 Talango 1373 - 2 - - 
018 Poowo Barat 1508 - 3 - - 
019 Dutohe Barat 1709 - - - - 
020 Oluhuta Utara 1110 - 2 - - 
Jumlah 22 902 35 8 - - 
Sumber : Kantor Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kabila 2017 
 
d. Mata Pencaharian Penduduk 
81 
 
Kecamatan Kabila memiliki potensi unggulan pencaharian yaitu Pertanian 
dan Peternakan. Kecamatan Kabila Luas sawah sekitar 540 hektar. Produksi untuk 
padi sawah 6.171,2 ton. Sedangkan produktivitas padi sawah sebesar 56.00 
kwintal/ha. Sedangkan luas lahan jagung di Kecamatan Kabila yaitu 125 Hektar. 
Produksi jagung 605 ton. Produktivitas jagung 48,4 kwintal/ha. 13  Pada masa 
Gubernur Fadel Muhammad menjabat yaitu mantan Menteri Kelautan Gorontalo 
terkenal dengan makanan khasnya adalah Binthe Biluhuta/milu siram. Gorontalo 
terkenal dengan pertanian yaitu jagung atau Binthe. 
 Kecamatan Kabila jumlah populasi sapi potong 2098 ekor, kuda 6 ekor, 
kambing 237 ekor, ayam kampung 1.718 ekor, ayam petelur 1.000 ekor, ayam 
pedaging 18.000 ekor dan itik 426 ekor. Pada masa Bupati Ismet Mile Kabupaten 
Bone Bolango banyak mendapatkan bantuan sapi per kecamatan dan sampai 
sekarang.14 Pada tanggal 15 Agustus 2007 kemarin Kecamatan Kabila mendapatkan 
bantuan sapi dari pemerintah Bupati Hamim Pou dan Kabupaten Bone Bolango 
mendapatkan penghargaan Adipura. 
Kondisi wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagian besar merupakan daerah 
dataran tinggi (pegunungan). Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten 
Bone Bolango dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok, yakni :15 
1) Kondisi lahan dengan permukaan dataran tinggi (bergunung) atau berada pada 
kemiringan lereng di atas 40%. Persebaran lahan berada di Kecamatan 
Suwawa, Bonepantai,  Kabila dan Bulango Utara. 
                                                          
13Kabila Dalam Angka, Koordinator Statistik Kecamatan, (Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Bone Bolango, 2016), h. 66. 
14Kabila Dalam Angka, Koordinator Statistik Kecamatan, (Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Bone Bolango, 2016), h. 66. 
15Kabila Dalam Angka, Koordinator Statistik Kecamatan, (Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Bone Bolango, 2016), h. 50. 
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2) Kondisi lahan dengan relief berbukit (bergelombang) dengan tekstur morfologi 
sedang. Persebaran lahan sebagian besar berada di setiap Kecamatan di 
Kabupaten Bone Bolango. 
3) Kondisi dengan relief permukaan rendah. Persebaran lahan berada  di 
Kecamatan Tapa, Suwawa dan Kabila.     
Selain itu, wilayah Kabupaten Bone Bolango ini dilalui oleh beberapa Daerah 
Aliran Sungai (DAS). DAS terbesar yang melalui wilayah tersebut adalah DAS Bone 
dan Bulango, dimana Kecamatan yang dilalui adalah Kecamatan Suwawa, 
Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tapa. Luas DAS ini adalah ± 265.000 Ha  dengan 
panjang sungai utama 100 Km yang bermuara ke Teluk Tomini. Sedangkan untuk 
pemenuhan kebutuhan air bersih kebutuhan sehari-hari masyarakat, diperoleh 
melalui air tanah galian dengan  kedalaman 5–10 meter. 
e. Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan Menurut Jenis Bantuan 
Bantuan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan 
masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan 
secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk 
lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian 
masyarakat di perdesaan. Program bantuan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari 
masyarakat miskin. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan 
campur tangan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. 
Dalam penulisan tesis ini peneliti merasa sangat perlu untuk mencantumkan 
perihal penerima bantuan menurut jenis bantuan dan desa/Kelurahan, karena penulis 
berpendapat bahwa program bantuan berhubungan erat dengan kehidupan 
bermasyarakat khususnya masyarakat miskin. Maka dari itu, guna melengkapi data-
data berkaitan dengan tesis, penulis akan menyajikan data jumlah rumah tangga 
penerima bantuan menurut jenis bantuan dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Kabila. 
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Tabel : 4.7 
Rumah Tangga Penerima Jenis Bantuan Menurut Desa/Kelurahan 




Dutohe 37 37 84 213 189 
Tanggilingo 53 53 53 850 488 
Padengo 64 68 43 - - 
Oluhuta 26 26 26 129 352 
Tumbihe 36 - 50 - - 
Pauwo 65 65 65 114 231 
Toto Selatan 72 72 37 89 758 
Poowo 42 42 38 199 804 
Talango 30 30 25 30 212 
Poowo Barat 45 24 26 23 - 
Dutohe Barat 79 79 2 105 461 
Oluhuta Utara 15 15 3 15 - 
Jumlah 564 511 452 1767 3495 
Sumber : Kantor Camat Kabila 2017 
B. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) 
1. Profil PKH 
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus 
pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai 
tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa di 
negara lain dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT), yang 
diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini bukan dimaksudkan 
sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam 
rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat 
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pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada 
upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.16 
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas Kementerian 
dan Lembaga, karena aktor  utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan 
Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan 
Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim 
Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. 
Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan Presiden Susilo Bambang 
Yudoyono di Gorontalo Juli 2007.17 Pada tahap awal dilaksanakandi tujuh provinsi 
melibatkan 500.000 kepada rumah tangga yang sangat miskin (RTSM)18  dengan 
definisi rumah tangga yang kondisi kehidupannya sangat kekurangan dan sebagian 
pengeluarannya digunakan untuk memenuhikebutuhan konsumsi makanan pokok 
yang sangat sederhana, biasannya tidak mampu untuk atau mengalami kesulitan 
untuk berobat ke tenaga medis kecuali Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang 
disubsidi pemerintah, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun, 
                                                          
16 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan,h. 17. 
17PKH sendiri pertama kali diujicobakan pada tahun 2007. Rencananya akan diujicobakan 
sampai tahun 2015. Namun ujicobanya bukan berupa ujicoba bantuan, tetapi ujicoba sistem  
18Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai 
kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang  terkait 
dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. 
Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau  ibu 
hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah  16% 
rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25%  
pendapatan rata-rata RTSM per tahun. 
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biasanya tidak atau hanya mampu menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan 
SLTP.19 
Pada tahap awal, uji coba PKH dilaksanakan di tujuh Provinsi, yaitu Sumbar, 
Jabar, DKI Jakarta, Jatim, Sulut, Gorontalo dan NTT serta di 48 kabupaten/kota dan 
337 kecamatan. Kemudian pada tahun 2008 dilakukan pengembangan di enam 
Provinsi, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Banten, 
Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan. Sasaran penerima bantuan pada tahun 
2007 sebanyak 400.000 RTSM, tahun 2008 sebanyak 620.755 RTSM, tahun 2009 
sebanyak 720.000 RTSM, dan tahun 2010 ditargetkan 810.000 RTSM.  
Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Indonesia pada 
tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Tahun 
2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji 
coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan 
PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, 
mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat. 
Program Keluarga Harapan (PKH) masuk di Kabupaten Bone Bolango pada 
Tahun 2007 dan kemudian di gulirkan ke kecamatan-kecamatan yaitu kecamatan 
Suwawa, Bone, Kabila dan Bone Pantai. Kemudian di Kecamatan Kabila tahun 2008 
sampai sekarang.  
Sebagaimana di kemukakan oleh Isna Niode: 
Ada perbedaan ya tentang menerima bantuan ini ada banyak terbantu, salah 
satunya sekolah anak saya jadi gak terlalu kefikiran masalah bayaran 
sekolahnya, karena sudah ada PKH walaupun diterima hanya setahun 4 kali, 
untuk buat beli sepatu, yah kalau ada lebihnya saya beliin seragam sekolah 
yang sudah agak kusam. Terus anak juga tambah rajin kesekolah, karna ada 
                                                          
19 Sekilas Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Sehat, Keluarga 
Berpendidikan, (Program Keluarga Harapan, Meraih Keluarga Sejahtera, Unit Pelaksana PKH Pusat 
[UPPKH], 2008-2009), h. 14  
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yang mengontrol absen kehadiran sekolah anak saya, sehingga anak juga 
takut kalo jarang masuk sekolah jangan sampai di putus lagi bantuannya repot 
lagi sayanya. Trus pendamping juga mengecek timbangan anak balita, jadi 
ibu-ibu yang lain juga pada rajin periksa ke posyandu, puskesmas juga. Kalau 
jarang nimbang sama periksa kan ketauan dari kartunya, di keluarin dari 
peserta PKH lagi.20 
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan 
bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi 
persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia 
(SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. 
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan komitmen pemerintah, yakni 
Kementerian Sosial, dalam menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan di 
Indonesia. Melalui PKH ini pemerintah daerah mempunyai peran besar untuk 
menyelamatkan rakyat di daerah dari keterpurukan.  
Sebagaimana di kemukakan oleh Meri S. Ngadju: 
Penerima bantuan dana PKH agar memanfaatkan bantuan tersebut sesuai 
peruntukkannya, yakni jangan sampai bantuan itu dimanfaatkan dan 
digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, bukan menyentuh pendidikan 
maupun biaya kesehatan anggota keluarga. Bantuan dana PKH ini merupakan 
bantuan tunai bersyarat dari pemerintah bagi Rumah Tangga Sangat Miskin 
(RTSM), yang sebelumnya telah di data pemerintah buat mereka yang perlu 
dibantu. Bantuan tersebut khusus dalam rangka untuk menunjang biaya 
pendidikan anak dan biaya kesehatan Ibu Hamil/Imunisasi anggota keluarga 
rumah tangga si penerima bantuan. Bilamana ada KK atau warga yang 
tergolong miskin atau masuk RTSM yang belum terdata, segera 
menyampaikan ke pemerintah daerah melalui pemerintah setempat untuk 
diperjuangkan agar bisa mendapatkan PKH.”21 
2. Susunan Kelembagaan PKH Tingkat Pusat dan Fungsinya 
                                                          
20 Isna Niode (36), Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Wawancara, Kelurahan 
Pauwo, 06 September 2017. 
21Meri S. Ngadju (42 tahun), Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, Wawancara, 
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango Suwawa, 21 Agustus 2017. 
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Kelembagaan PKH terdiri dari lembaga terkait baik di tingkat pusat, provinsi 
maupun kabupaten/kota, serta UPPKH yang dibentuk tingkat pusat, kabupaten 
kota/kecamatan. Susunan tim pengendali program keluarga harapan mempunyai 
tugas dan fungsi. Dasarnya adalah kerangka kelembagaan PKH dan struktur 
organisasi yang memiliki garis komando dan garis koordinasi yang seimbang (dari 
atas ke bawah dan dari bawah ke atas). 
a. Susunan Tim Pengendali22 
a) Pengarah 
Ketua: Mentri Koordinator Bidang Kesejahteraan Raktyat Selaku   Ketua 
Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan 
b) Pelaksana 
Ketua: Deputi Bidang koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kementrian 
Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku SekretariatTim Koordinasi 
Penaggulangan Kemiskinan  
c) Teknis  
Ketua: Direktur Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kementrian 
Negara PPN/Bappenas 
b. Tugas Dan Fungsi Tim Pengandali 
1. Pengarah  
Memberikan pengarahan kepada pelaksana baik materi yang bersifat 
subtanstif maupun teknis gunakeberhasilan pengendalian program keluarga harapan. 
Pelaksana  
                                                          
22 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, h. 64-65 
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a) Merumuskan konsep kebijakan opersaional Koordinasi, perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian program keluarga harapan. 
b) Menentukan kriteria dan daftar penerima program keluarga harapan  
c) Melakukan sosialisasi program keluarga harapan keberbagai kalangan di 
pemerintah dan masyarakat. 
d) Melakuakn pemantauan dan evaluasiterhadap pelaksanaan program keluarga 
harapan serta melaporkan hasilnya kepada mentri koordinator bidang kesra. 
e) Menilai hasil manfaat dan dampak dari pelaksanaan program keluarga 
harapan kepada terhadap pengurangan kemiskinan. 
f) Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektifitas pelaksanaan program 
keluarga harapan kepada pengarah. 
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Mentri Koordinator 
Bidang Kesra  
2. Teknis  
Membantu tim pelaksana dalam melakukan tugas dan fungsinya terutama 
dalam merumuskna kebijakan, desain, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi program 
keluarga harapan.  
a) Tim Pengarah Pusat  
Tim Teknis Pusat adalah Pejabat Esion I dari:  
1) Kementrian PPN / Bappenas 
2) Departemen Sosial 
3) Departemen Kesehatan 
4) Departemen Pendidikan 
5) Departemen Keuangan 
6) Departemen Agama 
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7) Departemen Komunikasi dan Informatika 
8) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
9) Departemen Dalam Negeri 
10) Badan Pusat Statistik  
b) Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis Pusat adalah:23 
1) Memberikan pengarahan dan menyetujui desain dan rencana 
pelaksanaan program 
2) Memberikan pengarahan dan menyetujui mekenisme dan prosedur 
pelaksanaan PKH 
3) Mengkaji laporan perkembangan program setiap 6 bulan sekali 
4) Mengkaji dan memberikan arahantindak lanjut laporan audit 
5) Mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan evaluasi 
6) Mengkaji dan menyetujui perubahan yang kiranya diperlukan dalam 
pedoman umum PKH 
7) Memecahkan berbagai masalah lintas sector yang telah teridentifikasi 
oleh Tim Teknis Pusat 
8) Meningkatkan kolaborasi antara departemen dalam mencapai tujuan 
PKH 
9) Memberikan rekomendasi strategi pengembangan PKH baik kepada 
pemerintah maupun legislatif  
Tim Pengarah pusat mengadakan rapat koordinasi setidaknya 6 bulan sekali. 
Ketua tim teknis pusat (Pejabat Eslon I). bersama-sama dengan anggota tim pengarah 
                                                          
23 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, h. 98. 
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pusat, berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada Pemerintah atas tugas dan 
tanggung jawab seperti tertulis disetiap 6 (enam) bulan sekali. 
c.  Tim  Koordonasi Teknis Pusat 
Anggota Tim Teknis Pusat terdiri atas pejabat eselon 2 dan/atau eselon 3 
yang ditunjuk dari kementrian dan di ketuai oleh Direktur Jendral Bantuan dan 
Jaminan Sosial sekaligus sebagi Kuasa Pengguna Anggaran. Untuk pengelolaan 
keuangan program, Pejabat Pembuat Komitmen adalah Direktur Jaminan 
Kesejahteraan Sosial.24 
Tugas dan Tanggung jawab Tim Teknis Pusat adalah:  
1) Mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh UPPKH 
Pusat. 
2) Mengkoordinasikan berbagai kegiatan sektoral terkait agar tujauan dan 
fungsi program dapat berjalan baik. 
3) Membentuk tim lintas sektor yang bertugas untuk menentukan peserta 
PKH. 
4) Memonitor perkembangan pelaksanaan program termasuk pengaduan 
masyarakat dan penanganannya, dan mengajukan perbaikan apabila 
diperlukan. 
5) Mengkaji laporan evaluasi yang akan dipresentasikan kepada Tim 
Pengarah. 
6) Mengkaji laporan audit yang akandipresentasikan kepada Tim Pengarah. 
Tim Koordinasi Teknis Pusat mengadakan rapat koordinasi setidaknya setiap 
tiga bulan sekali. Ketua Tim Teknis Pusat, bersama-sama dengan anggota tim teknis 
                                                          
24 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, h. 69. 
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lainnya, berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada tim Pengarah Pusat setiap 
tiga bulan sekali. 
Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah terbaik dalam 
pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Gorontalo dan se 
Indonesia sejak tahun 2007 hingga sekarang.  
Sebagaimana di kemukakan oleh Hendrik Yasin: 
Kabupaten Bone Bolango selalu mendapat prioritas dari pemerintah pusat 
dalam hal ini Direktorat Jamininan Sosial, karena mulai dari pengenterian 
data, falidasi data sampai pada pembayaran PKH hampir 100 persen 
terlaksana dengan baik. Olehnya itu, Direktorat Jaminan Sosial 
mengkategorikan Bone Bolango merupakan daerah terbaik dalam 
pengelolaan PKH, hal ini tidak lepas dari komitmen dan Pemkab Bone 
Bolango dalam menganggarkan dana sharing untuk operasional para 
pendamping guna mendukung keberhasilan PKH di daerah ini. Apalagi mulai 
tahun 2014 sampai 2017 ini dana sharing PKH dari Pemkab Bone Bolango 
mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini merupakan bukti 
komitmen besar pemerintah daerah untuk menunjang keberhasilan PKH di 
Bone Bolango.25 
Tim Koordinasi Teknis PKH pusat yang terdiri dari barbagai 
kementrian/lembaga terkait dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya 
(Bappenas untuk perencanaan dan evaluasi program, Departemen Sosial untuk 
Pelaksanaan PKH,BPS untuk pendataanrumah tangga miskin, Depertemen 
Komunikasi dan Informatika untuk Sosialisasi, seta Depertemen Pendidikan 
Nasional dan Departemen kesehatan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan). 
Dalam  rangka koordinasi PKH dengan program-program penanggulangn kemiskinan 
lainnya, PKH berada dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan (TKPK), baik dipusat maupun didaerah. Untuk itu TKPK membentuk 
tim pengendali PKH yang berfunfsi mengkoordinasikan dan mensinergikan tujuan 
                                                          
25Hendrik Yasin, (40), Koordinator PKH Wilayah Provinsi Gorontalo, Wawancara, Kabila, 
22 Agustus 2017. 
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PKH dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan lainnya. Koordinasi 
PKH dengan TKPK daerah, apabila telah dibentuk, diharapkan dapat mengikuti pola 
koordinasi yang dilakukan di tingkat Pusat.  
d.  Unit Pelaksanaan PKH Pusat (UPPKH-P) 
 Unit Pelaksana PKH Pusat adalah pelaksana program yang berada di bawah 
kendali Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial.  
e. Organisasi PKH Pusat (UPPKH-P)  
 Personil UPPKH Pusat terdiri atas pegawai Departemen Sosial RI, Tim 
Assistensi, Tenaga Ahli, dan Praktisi/Narasumber yang ahli dibidangnya, serta 
tenaga pendukung berupa tenaga operator computer dan tehnical support. 
Tenaga Ahli PKH pada tahap awal membantu pembuatan desain PKH dan 
pada tahap selanjutnya turut mengeloladan menjalankan PKH agar tejaga 
kesinambungan program. Tenaga Ahli ini meliputi:  
1) Koordinator Wilayah. 
2) Ahli Pendidikan. 
3) Ahli kesehatan. 
4) Sistem analis. 
5) Programmer. 
6) Analisa Data. 
7) Ahli Statistik. 
8) Payment Officer. 
9) Ahli Social Marketing. 
10) Ahli Bidang Monitoring  
Tim Assistensi bertugas memback up kebutuahan tenaga ahli yang belum 
tercover pada tahun berjalan. Praktisi/Nara Sunber bertugas memberikan masukan 
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mengenai keberlangsungan Program, menjalankan fungsi pemantauan dan koordinasi 
dengan Tim UPPKH Pusat dan daerah. 
Tenaga Operator bertugas mendukung pelaksanaan PKH, meliputi entry data, 
menerima pengaduan, mengadakan pemuktahiran data dan hal lain yang mendukung 
PKH. Technical Suport bertugas membantu jalannya proses sirkulasi data (menjaga 
dan membantu memperbaiki jaringan listrik, telepon, internet apabila bermasalah) 
dan pelaksanaan kerja UPPKH Pusat. 
Kebutuhan Tim Assistensi, Tenaga Ahli, Praktisi/Narasumber, tenaga 
operator maupun technical support pada tiap tahunnya bervariasi, tergantung pada 
pelaksanaan program dan perkembangan besaran jumlah jangkauan wilayah 
pelayanan dan jumlah RTSM. Srtuktur Organisasi UPPKH Pusat,serta tugas dan 
tanggung jawabnya secara rinci terdapat dalam Pedoman Operasional Kelembagaan.  
f. Kelembagaan PKH Daerah  
Tim Koordinasi PKH di tingkat daerah terdiri atas : (i) Tim Koordinasi PKH 
provinsi dan (ii) Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota. Pembahasan ini membahas 
tugas-tugas dan tanggung jawab serta proses pembentukan tim koordinasi PKH 
Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).  
g. Tim Koordinasi PKH Provinsi 
Tujuan pembentukan Tim Kordinasi PKH Provinsi adalah untuk memantau 
semua kegiatan PKH di tingkat Provinsi serta untuk memastikan komitmen daerah 
terkait dengan PKH terpenuhi. 
h. Tugas dan Tanggung Jawab  
Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi PKH Provinsi secara umum 
terdiri atas tugas melakukan:  
1) Koordinasi persiapan Provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH. 
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2) Koordinasi rutin terhadap partisipasi Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait 
dalam pelaksanaan PKH. 
3) Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UUPKH) pada Tingkat 
Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.  
i. Tentang UPPKH Kecamatan/Kota  
Tim Koordinasi PKH tingkat Kabupaten/Kota dibentuk untuk memastikan 
persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan 
PKH. UPPKH Kecamatan merupakan kunci untuk mensuskseskan pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan dan akan menjadi saluran informasi terpenting antara 
UPPKH kecamatan dengan UPPKH Pusat serta Tim Koordinasi Provinsi dan Tim 
Koordinasi Kabupaten/Kota. 
UPPKH daerah di bentuk dan di tetapkan oleh direktur Jendral Bantuan dan 
Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, melalui proses pendaftaran 
dan seleksi yang dilaksanakan di tingkat pusat. Calon personel UPPKH diusulkan 
oleh daerah Kabupaten/Kota penerima PKH. 
Kebutuhan personel UPPKH Kabupaten/Kota ditetapkan berdasrkan tugas 
pokok dan tanggung jawab yang diemban oleh Unit ini.Susunan personel UPPKH 
Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Departemen Sosial Republik Indonesia. Wilayah kerja personel UPPKH 
Kabupaten/Kota meliputi seluruh Kecamatan PKH dalam satuan wilayah kerja di 
tingkat Kabupaten /Kota. 
Dalam pelaksanaan UPPKH Kabupaten/Kota ini tidak terlepas dari peran 
serta UPPKH secara keseluruhan, untuk itu perlu di buat acuan dan tanggung jawab 
dari masing masing petugas yang ada pada UPPKH Kabupaten/Kota yang meliputi:  
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1) Ketua UPPKH Kabupaten/Kota (salah satu dari tim sekretariat Koordinasi 
PKH Kabupaten/Kota). 
2) Koordinator UPPKH Kabupaten/Kota (salah satu dari tenaga operator 
yang terpilih pada pelatihan). 
3) Administrasi. 
4) Data entry/operator Komputer (SIM-PKH). 
5) Sistem Pengaduan Masyarakat.  
j. Struktur UPPKH Kabupaten/Kota  
Strtuktur Organisasi UPPKH Kabupaten Bone Bolango 
Ketua UPPKH Kab/Kota   : Hendrik Yasin, S.Pd, M.Si 
Koordinator UPPKH Kab/Kota  : Ramli D. Musa 
Operator/Data Entry (SIM-PKH) :   Ishak Tabiu 
    Abd. Azis Ibrahim, S.Kom 
     Zulkifli Abd. Karim, A. Md 
     Azis Umar  
Pendamping PKH/ Kecamatan : 
Tabel: 4.8 
Nama-nama Pendamping PKH di Kabupaten Bone Bolango 
Kec. Bone : 
1. Wirnayanti Blantua, A. Md 
2. Delian Mode, S.I.Kom 
Kec. Suwawa : 
1. Fahrudin Hubu                
2. Maryam Latuda, SE 
3. Rosmiyanti Radjalawo 
Kec. Bulango Utara : 
1. Tommy, ST 
2. Sumarto Islim, S. Ip 
Kec. Botupingge : 
1. Fitria Alivionita, A. Md 
Kec. Tilong Kabila : 
1. Abd. Rahman Hunggio, SE 
2. Halim Hajarati, SP 
3. Tion Rahman, A. Md 
4. Ridwan Rahman 
Kec. Kabila Bone : 
1. Mery Toonaw, A. Md 
2. Jafar Samani, S. Pdi 
3. Moh. Candra Nauko, S. Pd 
4. Meiske M. Bolongkod 
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Kec. Bulango Ulu : 
1. Wini Pongoliu, S. Ip 
Kec. Suwawa Selatan : 
1. Fitria Alivionota Yusuf 
Kec. Bulango Timur : 
1. Belgi Abas, S. Kom 
Kec. Suwawa Tengah : 
1. Rizki Ibrahim, A. Md 
Kec. Bulawa : 
1. Mansur Paminta, S.Pd 
Kec. Suwawa Timur : 
1. Vivi Mega Anjasari 
Kec. Bone Raya : 
1. Marima M. Muharam 
2. Ahidin Nasibu 
3. Mustam P. Dai 
Kec. Kabila: 
1. Abd. Razak Kuku, A. Md 
2. Dewi Hulukati 
Kec. Bone Pantai : 
1. Ahmad Halidi, S. Sos 
2. Mahmud Kadir 
Kec. Tapa : 
1. Moh. Cian Palada 
Kec. Pinogu : 
1. Chriskafandi Alamataha 
2. Christevan Alamataha 
Sumber: Struktur Organisasi UP- PKH Kabupaten Bone Bolango 2017 
Keterangan : 
1) Ketua UPPKH Kab/Kota (salah satu Sekretariat Koordinasi PKH 
Kab/Kota). 
2) Koordinatoor UPPKH Kab/Kota (salah satu tenaga operator yang 
terpilih pada saat pelatihan). 
3) Data Entry/Operator Komputer (SIM-PKH) 
4) Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) 
5) Pendampingan peserta olehpara masing-masing pendamping.  
Untuk lebih jelasnya, secara rinci peneliti akan menguraikan profil Penerima 
Bantuan PKH sebagai berikut : 
a. Daftar Penerima Bantuan PKH 
Tabel: 4.9 
Daftar Penerima Bantuan PKH Kecamatan, Kelurahan dan Desa 
No Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)  
Kecamatan Kelurahan Desa 
1 Bone Pantai Oluhuta Dutohe 
2 Kabila Oluhuta Utara Dutohe Barat 
3 Suwawa Padengo Poowo 
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4 Tapa Pauwo Poowo Barat 
5 Tilongkabila Tumbihe Talango 
6 Botu Pingge - Tanggilingo 
7 Bone - Toto Selatan 
8 Bulango Selatan - - 
9 Bulango Timur - - 
10 Bulango Ulu - - 
11 Bulango Utara - - 
12 Bone Raya - - 
13 Suwawa Tengah - - 
14 Suwawa Timur - - 
15 Suwawa Selatan - - 
16 Kabila Bone  - - 
17 Bulawa - - 
18 Pinogu - - 
Sumber: UP-PKH Kecamatan Kabila 2017 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Bone Bolango, jumlah 
kecamatan penerima bantuan PKH sejak tahun 2012 sampai 2017 tetap sama yaitu 
18 Kecamatan. Tapi pada tahun 2007 PKH masuk ke Provinsi Gorontalo baru 2 
Kecamatan yaitu Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bone Pantai, pada Tahun 2008 
bantuan PKH masuk ke Kecamatan Kabila dan Kecamatan Suwawa, pada tahun 
2009 sampai sekarang bertambah yaitu dari 4 kecamatan menjadi 13 kecamatan yaitu 
Kecamatan Tilong Kabila, Botupingge, Bone, Bulango Selatan, Bulango Timur, 
Bulango Ulu, Bulango Utara, Bone Raya, Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Suwawa 
Selatan, Kabila Bone dan Bulawa. Sedangkan Kecamatan Kabila yang merupakan 
sasaran dari penelitian ini telah terdaftar sebagai kecamatan penerima bantuan PKH 
sejak tahun 2008 yaitu sebanyak 628 RTSM penerima PKH. 
Peserta penerima bantuan program Keluarga Harapan di kecamatan Kabila 
pada tahun 2017 adalah sebanyak 452 orang yang tersebar di 12 Kelurahan/Desa, 




Tabel : 4.10 
Daftar peserta PKH per Kelurahan dan Desa 
No Nama Kelurahan dan Desa Penerima Bantuan 
PKH 
Kelurahan Jumlah 
1 Dutohe 84 
2 Dutohe Barat 2 
3 Tanggilingo 53 
4 Padengo 43 
5 Oluhuta 26 
6 Oluhuta Utara 3 
7 Tumbihe 50 
8 Pauwo 65 
9 Toto Selatan 37 
10 Poowo 38 
11 Talango 25 
12 Poowo Barat 26 
Jumlah 452 
Sumber: UP- PKH Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango 
Untuk mendampingi peserta-peserta tersebut, di Kecamatan Kabila terdapat 
dua orang pendamping Program Keluarga Harapan yang berurusan langsung dengan 
para RTSM/KSM peserta PKH. Para pendamping ditugaskan mendampingi beberapa 
Desa/Kelurahan di suatu Kecamatan dan mereka bertanggung jawab atas 
terlaksananya Program Keluarga Harapan sesuai dengan agenda-agenda kegiatan 
yang telah diatur seperti melakukan pertemuan setiap bulannya dengan para KSM, 
melakukan validasi dan pemutakhiran data sampai dilakukannya pembayaran 
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bantuan kepada para KSM peserta PKH. Berikut adalah nama-nama pendamping 
yang ada di Kecamatan Kabila serta Desa/Kelurahan dampingan setiap pendamping: 
Tabel: 4.11 
Daftar Nama-nama Pendamping PKH Kecamatan Kabila 
No Nama/Jabatan Desa Dampingan Jumlah 
KSM 
1 Abd. Razak Kuku, A.Md Dutohe, Tanggilingo, Padengo, 
Oluhuta, Tumbihe, Pauwo dan 
Toto Selatan 
240 
2 Reni Hulukati, A.Md Poowo, Talango, Poowo Barat, 
Dutohe Barat dan Oluhuta 
Utara 
212 
Sumber: Wawancara dengan pendamping PKH Kecamatan Kabila 
Adapun Jumlah RTSM/KSM Peserta PKH di Kecamatan Kabila Menurut 
Pendidikan dan Kesehatan adalah sebagai berikut: 
Tabel: 4.12 
Jumlah RTSM/KSM Peserta PKH Menurut Pendidikan dan Kesehatan 
Kelurahan/Desa 2012 2013 2014 2015 2016 
Pend Kes Pend Kes Pend Kes Pend Kes Pend Kes 
Dutohe 141 4 134 1 142 1 132 3 132 3 
Dutohe Barat 5 - 4 - 5 - 5 - 5 - 
Tanggilingo 89 2 86 - 92 - 83 4 83 4 
Padengo 82 2 80 5 86 4 74 - 73 - 
Oluhuta 37 1 43 - 46 - 46 - 46 - 
Oluhuta Utara 7 - 7 - 6 - 7 - 7 - 
Tumbihe 73 2 80 1 79 1 80 1 80 1 
Pauwo 109 2 106 5 107 2 116 1 116 1 
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Toto Selatan 86 1 77 1 74 - 70 - 70 - 
Poowo 63 2 63 - 60 - 69 1 69 1 
Talango 47 - 44 - 43 4 48 - 48 - 
Poowo Barat 40 - 40 - 38 - 42 1 42 1 
Jumlah 779 16 768 13 778 12 772 11 771 11 
Sumber: UPPKH  Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango 2017 
Dari tabel diatas bahwa paling banyak menerima bantuan Program Keluarga 
Harapan (PKH) adalah RTSM yang mempunyai anak bersekolah atau Pendidikan 
dari Tahun 2012 sampai dengan 2017 tetap banyak penerima bantuan tersebut di 
karenakan satu rumah tangga mempunyai anak 1-3 orang yang bersekolah, 
dibandingkan dengan Kesehatan yang dari Tahun 2012 sampai 2016 menurun karena 
setiap rumah tangga masih minimnya anak-anak balita atau ibu hamil. Sedangkan 
pada Tahun 2017 belum masuk karena absen sekolah nanti di Rekap pada akhir 
Tahun. 
b. Syarat penerima PKH 
Syarat penerima PKH harus mempunyai kriteria sebagai berikut yaitu : 
1. Persyaratan Kesehatan Bagi Peserta PKH 
Kategori persyaratan kesehatan anak usia dini 
a) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 
3 (tiga) kali. 
b) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT,  Polio, 
Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 
bulan. 
c) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak. 
d) Dua kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus. 
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e) Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahandan 
ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. Anak usia 
5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutinsetiap 3 (tiga) bulan 
untuk dipantau tumbuh kembangnya dan/atau mengikuti program 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/ Early Childhood Education) 
apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapatfasilitas PAUD. 
Kategori Persyaratan Kesehatan Ibu hamil dan ibu nifas 
a) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di 
fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia 
kehamilan 3 bulan, sekali pada usia kehamilan 3 bulan, dua kali pada 3 
bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe. 
b) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. 
c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya 
setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.26 
2. Persyaratan Pendidikan Bagi Peserta PKH. 
Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan 
pendidikandan  mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 
85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan 
catatan sebagai berikut: 
a) Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk  
didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar SD/MI/SDLB/Salafiyah 
Ula/PaketA atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk 
SMP/MTs terbuka dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari 
                                                          
26Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Departemen Sosial RI, Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan, h. 5-6. 
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belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada 
anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, 
maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan. 
b) Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan 
regular dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi 
yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau 
SMLB. 
c) Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan 
pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan /terdaftar ke 
satuan pendidikan reguler atau non-reguler(SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket 
A, atau Paket B). 
Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan 
secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara 
teratur.27 
c. Besar Bantuan Yang Diterima Peserta PKH 
Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah 
anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen 
kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah 
sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat 
yang ditentukan. 
Tabel: 4.13 
Besar Bantuan PKH Pada Tahun 2007 sampai 2017 
Skenario Bantuan Bantuan RTSM per Tahun  
                                                          
27Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Departemen Sosial RI, Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, h. 7. 
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Bantuan Tetap Rp. 300.000 
Bantuan bagi RTSM yang memiliki:  
a. Anak Usia di Bawah 6 Tahun Rp. 250.000 
b. Ibu Hamil/Menyusui Rp. 250.000 
c. Anak Usia SD/MI Rp. 125.000 
d. Anak Usia SMP/MTs Rp. 250.000 
Sumber: Profil PKH Kecamatan Kabila 2017 
 
Dari tabel tersebut maka bantuan diberikan per tahun, kecuali bantuan tetap 
sebanyak 300.000 diberikan per 3 (tiga) bulan. Bantuan kesehatan dengan anak di 
bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan tidak dihitung berdasarkan 
jumlah anak. Besar bantuan adalah16% rata-rata pendapatan Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM) per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% 
pendapatan rata-rata Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) per tahun. Sebagaimana 
di kemukakan oleh Maryam Pakaya: 
Bantuan tersebut sangat membantu keuangan kami terutama suami bisa 
terbantu, terutama pendidikan sekolah anak saya walaupun sekarang sudah 
diterimakan melalui ATM dan di hitung Rp 500.000 per 4 kali pertahunnya 
tapi kami tetap terbantu walaupun sedikit dan baru tahun ini saya pakai Uang 
bantuan tersebut untuk membeli beras dikarenakan suami saya belum 
mendapatkan pekerjaan sedangkan pekerjaan suami saya sebagai buruh 
bangunan. Nanti ada bangunan dikerja baru suami saya bekerja selain itu saya 
juga membantu suami saya sebagai mencuci pakaian tetangga. Tapi saya akan 
mengganti uang bantuan itu karena uang itu hanya untuk pendidikan anak 
saya.28 
Bantuan tersebut akan dibayarkan empat kali dalam setahun. Uang bantuan 
tersebut dapat diambil di kantor pos terdekat dengan membawa kartu anggota dan 
tidak dapat diwakilkan. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam program tersebut 
                                                          
28 Maryam Pakaya (36), Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Wawancara, Tumbihe, 
26 Agustus 2017. 
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adalah sebagai berikut: PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH 
Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Pada tahun 2017 ini pada Bulan Agustus 
uang bantuan sudah di kirim lewat Rekening ATM masing-masing sebesar Rp 
500.000 permasing-masing RTSM di sama ratakan yang mempunyai anak 3 orang 
ataupun 1 orang itu akan disatukan.  
Sebagaimana di kemukakan oleh Fatma Lasimpala: 
Jujur saya susah menggunakan ATM tersebut karena saya tidak tahu 
membaca saya hanya lulusan SD bagaimana caranya saya mengambilnya jadi 
saya minta bantuan kepada pendamping PKH untuk mengambil uang 
tersebut, karena waktu saya mengambil uang, ATM saya tidak bisa keluar 
tapi saya akan berusaha untuk belajar menggunakannya karena bantuan ini 
sangat membantu sekali keluarga saya, suami saya hanya pembawa bentor 
dan saya juga membantu suami saya mencari nafkah yaitu sebagai pembantu 
rumah tangga dan Alhamdulillah saya bersyukur dengan adanya bantuan ini 
saya terbantu sekali membeli pakaian sekolah anak-anak dan saya juga bisa 
meminjam uang tersebut untuk keperluan yang medesak.29 
Adapun ketentuan dalam program keluarga harapan ini yang berhak 
memerima uang bantuan ini dalam pengambilannya tersebut adalah wanita dewasa 
RTSM (rumah tangga sangat miskin). Dipilihnya ibu/ wanita dewasa yang RTSM 
yang mengasuh anak sebagai penerima bantuan dikarenakan wanitalah yang 
biasannyasehari-hari mengurusi keperluan gizi dan kesehatan anak-anak dan 
keluarga, serta mamastikan anak-anakke sekolah. 
Jadi dengan memberikan bantuan tunai kepada wanita dalam rumah tangga 
peserta PKH, diharapkan mereka bisa mengatur pemanfaatan dana dengan sebaik-
baiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Meski begitu, peran peran kepala rumah 
tangga/ suami sangat penting dalam mendukung pengaturan pemanfaatan dana 
bantuan. 
                                                          
29Fatma Lasimpala (37), Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Wawancara, Pauwo 
Bawah,  27 Agustus 2017. 
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C. Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) 
Secara sistematik, mekanisme dan prosedur pelaksanaan Program Keluarga 
Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten 
Bone Bolango Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari gambar diagram berikut ini: 
Gambar : 4.1 













Sumber: Mekanisme UP-PKH Kecamatan Kabila Kabupaten Bone 
Bolango 2017 
Dari gambar diatas yang bersumber dari hasil wawancara maka mekanisme 
pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup sejumlah data penting 
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yang perlu dikelola dengan baik. Di tingkat UPPKH Kabupaten/Kota data yang 
dikelola antara lain sebagai berikut:30 
1. Data 
SIM - PKH dikembangkan untuk memastikan semua data dan informasi yang 
terkait dengan pelaksanaan PKH di kelola dengan baik. Sebagaimana di uraikan 
dalam Buku Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Daerah, bagian SIM UPPKH 
Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap proses validasi data, pemutakhiran 
data, proses verifikasi komitmen peserta, data analisis dan pelaporan atas pemenuhan 
komitmen peserta PKH. 
2. Targeting dan Daftar Nama Penerima PKH 
a. Daftar Nama, alamat dan Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) Calon 
Peserta PKH.  
Data ini diolah dan dicetak oleh SIM UPPKH Pusat berdasarkan data dari BPS 
(Badan Pusat Statistik). Daftar tersebut kemudian dikirim oleh PT Pos ke masing-
masing UPPKH Kabupaten/Kota. Daftar tersebut diterima oleh UPPKH 
Kabupaten/Kota sebelum Pertemuan Awal dilakukan. Data tersebut digunakan 
untuk:31 
a) Menyusun jadwal pertemuan awal di masing-masing desa/kecamatan. 
b) Menulis dan mengirimkan Undangan Pertemuan Awal ke setiap KSM 
Calon Peserta PKH. 
                                                          
30Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) 
Kabupaten/Kota  2010, h. 4. 
31 Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) 
Kabupaten/Kota  2010, h. 2. 
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Dari daftar tersebut Operator UPPKH Kabupaten/Kota bersama-sama 
Pendampingan menyusun jadwal Pertemuan awal di masing-masing desa/kecamatan. 
Sebelum menyusun Jadwal Pertemuan Awal, Ketua dan Koordinator Operator 
UPPKH Kabupaten/Kota membagi Pendamping menurut desa dan Keluarga Sangat 
Miskin (KSM) yang didampingi. Setelah jadwal Pertemuan Awal disusun, 
Pendampingan kemudian menuliskan Undangan Pertemuan Awal untuk masing-
masing KSM yang didampingi. Untuk itu Daftar Nama dan Alamat KSM masing-
masing desa/kecamatan di foto copy dan bagikan kepada masing-masing 
Pendamping yang mendampinginya. 
Setelah undangan ditulis oleh pendamping, Operator UPPKH 
Kabupaten/Kota mengumpulkan dan menyerahkannya ke PT Pos setempat. 
Sebelumnya, Koordinator UPPKH Kabupaten/Kota perlu berkoordinasi dengan 
Kepala Kantor Pos setempat berkaitan dengan pengiriman undngan pertemuan awal 
kepada masing-masing KSM Calon Peserta PKH. Pastikan bahwa undngan sudah 
diterima KSM sebelum Pertemuan Awal dilakukan. 
Sebagaimana di kemukakan oleh Azis Umar: 
Kami selaku Operator PKH ikhlas menyusun data-data penerima Program 
Keluarga Harapan (PKH) tersebut kemudian data dari lapangan kami validasi 
sesuai data yang sudah ada, kemudian pendamping yang mengawasi pada 
saat proses pembayaran, mengontrol peserta penerima bantuan sampai pada 
menghadiri pertemuan bulanan dan pemutakhiran data.32 
Bagian SIM UPPKH Kabupaten/Kota perlu menyimpan Daftar Nama dan 
Alamat KSM dalam bentuk asli yang diterima dari UPPKH Kabupaten/Kota juga 
menerima data tersebut dalam file softcopy, dan memastikan bahwa data tersebut 
tidak berubah dari data aslinya. 
                                                          
32 Azis Umar (35), Operato Program Keluarga Harapan Kabupaten Bone Bolango, 
Wawancara, Kantor UPPKH Kabupaten Bone Bolango,  18 Agustus 2017. 
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b. Menyusun Nama Ibu Hamil/Ibu Nifas, Bayi, Balita dan Anak Usia Sekolah. 
Dari nama ibu hamil/ibu nifas, bayi, balita dan anak usia sekolah diolah dan 
dicetak oleh SIM UPPKH Pusat berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik). 
Daftar tersebut kemudian dikirim oleh PT Pos ke masing-masing UPPKH 
Kabupaten/Kota. Daftar tersebut diterima oleh UPPKH Kabupaten/Kota sebelum 
Pertemuan Awal dilakukan.33 
Dari daftar nama ini digunakan untuk menyusun rencana jadwal kunjungan 
masing-masing Bumil/Bufas, Bayi dan Balita ke Puskesmas dan jaringannya. 
Sedangkan Daftar Anak Usia Sekolah digunakan untuk menyusun rencana 
pendampingan masing-masing anak ke sekolah.  
Daftar Bumil/Bufas, Bayi dan Balita diberikan kepada Puskesmas. 
Pendampingan bersama-sama Petugas Puskesmas menyusun rencana jadwal 
kunjungan kesehatan untuk masing-masing Bumil/Bufas, Bayi dan Balita. 
Sedangkan Daftar Anak Usia Sekolah diberikan kepada masing-masing sekolah 
tempat anak tersebut terdaftar. Bagi anak yang tidak atau belum terdaftar sekolah, 
diberikan ke Sekolah terdekat tempat tinggal. 
Rencana jadwal kunjungan ke pusekesmas untuk masing-masing 
Bumil/Bufas, Bayi dan Balita tersebut dibawa dan dijelaskan oleh Petugas 
Puskesmas ketika Pertemuan Awal. Demikian pula dengan Daftar Anak Usia 
Sekolah dibawa dan dijelaskan oleh Petugas dari Sekolah ketika Pertemuan Awal. 
Karena Daftar tersebut dibuat berdasarkan data BPS yang merupakan hasil survey 
beberapa bulan sebelumnya maka Daftar tersebut kemungkinan berubah setelah 
dilakukan Validasi. 
                                                          
33Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) 
Kabupaten/Kota  2010, h. 5.  
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Jika karena satu dan lain hal data ini belum tersedia pada saat Pertemuan 
Awal maka penyusunan rencana jadwal kunjungan didasarkan pada Daftar Nama dan 
Alamat KSM sebagaimana point sebelumnya. 
3. Pertemuan Awal dan Validasi 
a. Pertemuan Awal 
Tahap pertama yaitu melakukan pertemuan terbuka dengan calon peserta 
PKH. Dalam pertemuan itu dilakukan kegiatan sosialisasi program mengenai 
manfaat program dan bagaimana berpartisipasi dalam program. 
Keluarga yang dipilih mengikuti program dikumpulkan dan diberi arahan 
untuk membentuk kelompok-kelompok ibu yang terdiri dari lebih kurang 25 orang 
dalam satu kelompok. Kelompok ini kemudian memilih ketua kelompok ibu 
penerima sebagai koordinator kelompok dan menetapkan jadwal pertemuan rutin 
kelompok untuk berdiskusi bersama dalam menjalankan program. 
Pada pertemuan ini juga dilakukan pemeriksaan formulir yang digunakan 
sebagai alat verifikasi keikutsertaan, antara lain pemeriksaan akta lahir anak (dan 
membantu pengadaannya jika belum tersedia), penyusunan jadwal kunjungan. 
Selanjutnya dalam pertemuan awal ini, peserta PKH mengisi Formulir 
Klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi 
kepada UPPKH Kabupaten/Kota. Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal 
ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah. Dikarenakan pertemuan awal, maka 
pendamping harus mendampingi dalam proses pengisian data kepeserrtaan Program 
Keluarga Harapan, adapun formulir yang yang harus diisi adalah keterangan data 
anggota keluarga.  
Sebagaimana di kemukakan oleh Razak Kuku: 
Kami ikhlas mendampingi ibu-ibu peserta PKH karena tidak semua ibu-ibu 
pada bisa baca dan untuk menerangkan cara mengisi formulir verifikasi, 
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padahal sudah berulang-ulang menerangkan cara mengisi formulirnya tetapi 
masih ada yang salah, terus masalah kunjungan ke sekolah dan puskesmas 
atau rumah sakit, saya hanya melaporkan bahwa apabila ada ibu-ibu yang 
datang untuk berobat atau periksa, tunjukan saja kartu PKH karena pihak 
Puskesmas dan Rumah Sakit sudah tahu kalau di Kecamatan Kabila sedang 
mengadakan Program Keluarga Harapan, yaitu program perlindungan 
sosial.34 
Dikarenakan pertemuan awal, maka pendamping harus mendampingi dalam 
proses pengisian data kepesertaan Program Keluarga Harapan, adapun formulir yang 
yang harus diisi adalah keterangan data anggota keluarga. Untuk lebih memudahkan 
pemantauan maka masing-masing Keluarga Sangat Miskin (KSM) yaitu: 
a) Berdiskusi Dalam Kelompok 
Kegiatan yang tak kalah penting adalah menyusun agenda dan mengadakan 
pertemuan dengan ketua kelompok ibu penerima untuk berdiskusi dan menampung 
pengaduan, keluhan, perubahan status maupun menjawab pertanyaan seputar 
program. Pada pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi informasi mengenai 
pentingnya pendidikan dan kesehatan ibu dan anak, tips praktis dan murah bagi 
kesehatan keluarga serta pentingnya sanitasi dan nutrisi untuk meningkatkan mutu 
keluarga. 
b) Pendampingan Rutin 
Selanjutnya, jadwal pendampingan dilakukan rutin dan ditetapkan selama 4 
hari kerja (SeninKamis). Kegiatan yang dilakukan selama itu antara lain melakukan 
kunjungan ke unit pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengunjungi keluarga untuk 
membantu mereka dalam proses mendaftarkan anak-anak ke sekolah, mengurus akta 
lahir maupun memeriksa rutin ke puskesmas. 
c) Berkunjung ke Rumah Penerima Bantuan 
                                                          
34Razak Kuku (38), Pendamping Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Wawancara, 
Talango, 24 Agustus 2017. 
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Jika pada pertemuan ada peserta PKH yang tidak bisa datang karena alasan 
tertentu seperti: lokasi yang sangat jauh dari tempat pertemuan, sibuk mengurus 
anak, sakit, atau tidak mampu memenuhi komitmen dikarenakan alasan-alasan 
tertentu, maka perlu dilakukan kunjungan ke rumah peserta tersebut untuk 
memudahkan proses. 
d) Memfasilitasi Proses Pengaduan 
Pendamping menerima, menyelesaikan maupun meneruskan pengaduan ke 
tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat dicapai solusi yang mampu meningkatkan 
mutu program. 
e) Mengunjungi Penyedia Layanan 
Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan vital keberlangsungan maupun 
peningkatan mutu PKH. Pendamping memantau kelancaran dan kelayakan kegiatan 
pelayanan, mengantisipasi permasalahan yang ada dalam program sehingga bisa 
melakukan tindakan yang sifatnya mencegah kegagalan kelancaran program 
ketimbang memperbaikinya. 
f) Melakukan Konsolidasi 
Pada hari Jum''at, para pendamping melakukan koordinasi dengan sesama 
pendamping dan tim lain. Laporan dan tindak lanjut juga dianalisa dan 
ditindaklanjuti pada hari ini agar terjadi peningkatan mutu program. 
g) Meningkatkan Kapasitas Diri 
Untuk meningkatkan mutu program dan mutu pendamping itu sendiri, juga 
diadakan diskusi dan pertemuan rutin (minimal sebulan sekali) baik itu 
antarkecamatan maupun didalam kecamatan sendiri sebagai upaya menampung 
pelajaran berarti (lesson learned & best practices) yang bisa digunakan oleh 
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pendamping lain agar mempermudah pekerjaan dan menghadapi kasus-kasus harian 
di lapangan. 
b. Validasi Data 
Data ini diolah dan dicetak oleh UPPKH Pusat berdasarkan data dari BPS 
(Badan Pusat Statistik). Daftar tersebut kemudian dikirim oleh PT Pos ke masing-
masing UPPKH Kabupaten/Kota. Daftar tersebut diterima oleh UPPKH 
Kabupaten/Kota sebelum Pertemuan Awal dilakukan.35 
Formulir ini digunakan untuk melakukan validasi data Keluarga Sangat 
Miskin (KSM).Validasi dilakukan oleh Pendamping kepada masing-masing KSM 
pada saat Pertemuan Awal. 
Sebagaimana di kemukakan oleh Razak Kuku: 
Pertemuan awal ini sangat diperlukan dalam PKH, dan langsung 
mengelompokkan peserta PKH terus dipilih ketua kelompoknya kenapa 
dibuat perkelompok, karena biar gampang untuk masalah pendampingan dan 
untuk memepermudahkan mengenali peserta PKH.36 
Jika ada perubahan data maka perubahannya ditulis di baris dibawahnya. Jika 
tidak ada perubahan maka biarkan Formulir Validasi tetap seperti semula. Dalam 
melakukan validasi perhatikan kode-kode yang ada di bagian bawah Formulir 
Validasi tersebut. 
Selesai melakukan validasi, Pendamping harus menyerahkan Formulir 
Validasi tersebut ke UPPKH Kabupaten/Kota. Selanjutnya UPPKH Kabupaten/Kota 
berkoordinasi dengan operator dan data entry untuk melakukan entry data hasil 
                                                          
35Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) 
Kabupaten/Kota  2010, h. 6. 
36Razak Kuku (38), Pendamping Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Wawancara, 




validasi. Tenaga operator data entry serta perangkat computer dan sarana pendukung 
lain yang diperlukan untuk entry data disediakan oleh pihak ketiga yang telah 
ditunjuk Kementerian Sosial RI. 
Proses entry data harus diselesaikan secepat mungkin karena terkait dengan 
proses pembayaran berikutnya. Setelah entry data validasi selesai dilakukan, UPPKH 
Kabupaten/Kota memberitahu ke UPPKH Pusat (baik melalui email maupun sms). 
Selanjutnya UPPKH Pusat mengolah data hasil validasi untuk keperluan:37 
a) Pembuatan Kartu PKH. 
b) Penghitungan Daftar Pembayaran untuk masing-masing KSM peserta 
PKH. 
c) Data untuk Pembuatan Kartu dan Daftar Pembayaran oleh UPPKH Pusat 
diserahkan kepada PT Pos untuk dilakukan pencetakan dan persiapan 
pembayaran. 
Atas dasar data yang diberikan UPPKH Pusat, PT Pos mencetak Kartu PKH 
untuk masing-masing KSM Peserta PKH. Kartu PKH tersebut kemudian dikirimkan 
PT Pos ke masing-masing UPPKH Kabupaten/Kota untuk diserahkan ke masing-
masing Pendamping. Selanjutnya, Pendamping menyerahkan Kartu PKH kepada 
masing-masing peserta PKH. 
 
4. Pembayaran 
Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa 
(nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. 
Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih 
                                                          
37Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) 
Kabupaten/Kota  2010, h. 7. 
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efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. 
Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya 
bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala 
keluarga. 
Sebagai bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga 
Sangat Miskin (KSM) diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil 
oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH 
dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui 
rekening bank (BRI). 
Atas dasar Daftar Pembayaran yang diberikan oleh UPPKH Pusat, PT Pos 
melakukan pembayaran kepada masing-masing peserta. Untuk memudahkan proses 
pembayaran PT Pos masing-masing Kabupaten/Kota bersama-sama UPPKH 
Kabupaten/Kota dan Pendamping menyusun jadwal pembayaran untuk masing-
masing KSM peserta PKH.38 
Bagan: 4.1 
Pembayaran KSM Peserta PKH 
Validasi  
 BPS UPPKH 
PUSAT 
PT. POS PENDAMPING 
UPPKH 
Kab/Kota 
                                                          
38Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) 
Kabupaten/Kota  2010, h. 14-16. 
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Sumber: Pedoman Operasional (SIM PKH) Kabupaten/Kota 2017 
 
Dari bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a) UPPKH Pusat menerima data KSM Calon Peserta PKH hasil Survei 
Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan (SPDPK) dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) 
b) Data dari BPS tersebut kemudian diolah (setelah sebelumnya dilakukan 
cleansing dan merging) untuk keperluan percetakan Formulir Validasi, 
Undangan Pertemuan Awal dan Penyususnan Jadwal Kunjungan Kesehatan 
dan Pendidikan 
c) Dari data hasil pengolahan tersebut UPPKH Pusat melakukan 
1. Upload ke Server SIM-PKH 
2. Menyerahkan ke PT Pos Pusat untuk dijadikan dasar pencetakan 



















CETAK &KIRIM : 
1. UNDANGAN P. A 
2. FORMULIR 
VALIDASI 
3. FORM JDWL 
KESEHATAN 
KIRIM: 
1. DAFTAR NAMA 
& ALAMAT KSM 
1. CETAK & KIRIM 
KARTU PKH 
2. CETAK RESI 
PEMBAYARAN 




1. MENYUSUN JDWL 
P.A 
2. PERTEMUAN AWAL 
3. MENGISI FORM 
VALIDASI 
4. MENGISI JDWL 
KUNJ. KESEHATAN 


















3. Mencetak Daftar Nama dan Alamat KSM Calon Peserta PKH, Daftar 
Bumil/Bufas, Balita, Anak SD dan Anak SLTP dan menyerahkannya ke 
PT Pos Pusat 
d) Dari data yang diserahkan oleh UPPKH Pusat kemudian PT Pos mencetak 
Formulir Validasi dan Undangan Pertemuan Awal dan mengirimkannya ke 
UPPKH Kabupaten/Kota 
e) Pendamping melakukan Pertemuan Awal sesuai jadwal yang telah 
ditentukan, yang didalam Pertemuan Awal tersebut dilakukan Validasi data 
Hasil validasi data tersebut kemudian diserahkan ke UPPKH Kabupaten/Kota 
beserta rekapannya. 
f) UPPKH Kabupaten/Kota melakukan entry data hasil validasi melalui 
Aplikasi SIM-PKH. 
5. Komposisi Keluarga 
Untuk memudahkan pemantauan tentang kepatuhan Keluarga Sangat Miskin 
(KSM) terhadap protokol kesehatan dan pendidikan, maka masing-masing Keluarga 
Sangat Miskin (KSM) akan diberikan jadwal kunjungan ke masing-masing fasilitas 
kesehatan dan pendidikan.39 
Data ini akan diolah oleh SIM UPPKH Pusat berdasarkan data hasil validasi 
dan hasil Pertemuan Awal. Selanjutnya data tersebut dicetak dan dikirim oleh PT Pos 




                                                          
39 Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) 
Kabupaten/Kota  2010, h. 8. 
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6. Update Data Pemutakhiran 
Sebagaiamana diuraikan dalam buku pedoman operasional PKH Daerah, 
pemutakhiran data dilakukan secara rutin jika terjadi perubahan status peserta PKH 
baik yang terkait dengan informasi kelahiran, kematian, perubahan alamat, 
perubahan nama penerima, dan sebagainya.40 
Data eligibiltas peserta PKH mungkin saja terjadi perubahan sesuai 
perubahan kondisi yang terjadi pada peserta PKH tersebut. Berdasarkan kondisi yang 
ada, pendamping melaporkan perubahan data yang terkait dengan peserta PKH, 
seperti terjadinya kehamilan, keguguran, penambahan anak, penambahan anak yang 
mengikuti pendidikan dasar, anak yang berhenti sekolah, anak yang pindah sekolah, 
dan hal-hal lain yang terkait dengan PKH. Perubahan data ini dilaporkan oleh 
pendamping dengan mengisi Formulir Pemutakhiran Data PKH yang tersedia setelah 
ditandatangani oleh pendamping dan peserta PKH (ibu KSM).Setelah itu, Formulir 
ini disampaikan ke UPPKH Kabupaten untuk dilakukan updating data oleh operator 
di UPPKH Kabupaten. Updating data ini akan dilakukan secara online oleh operator 
UPPKH Kabupaten. Modul pemutahiran yang ada saat ini secara prinsip hamper 
sama dengan modul validasi dengan lebih menekankan pada perubahan status 
eligibilitas KSM.41 
Disamping data sebagaimana diuraikan diatas, UPPKH Kabupaten/Kota juga 
dimungkinkan untuk mengelola data lain yang terkait dengan Pelaksanaan PKH baik 
yang diperoleh dari UPPKH Pusat maupun yang diperoleh dari stakeholder lainnya. 
                                                          
40Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) 
Kabupaten/Kota  2010, h. 10. 
41 Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) 
Kabupaten/Kota  2010, h. 11. 
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Pengelolaan data lain yang berasal dari UPPKH Pusat (selain data diatas), jika 
nantinya ada, akan disertai dengan penjelasan/petunjuk teknisnya. 
7. Data Formulir Verifikasi 
Formulir Verifikasi terdiri dari dua jenis yaitu Formulir Verifikasi Kesehatan 
dan Formulir Verifikasi Pendidikan. Formulir Verifikasi dikirim ke Puskesmas 
tempat peserta PKH berkunjung mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedang Formulir 
Verifikasi Pendidikan dikirim ke lembaga pendidikan tempat anak peserta PKH 
mengikuti layanan pendidikan. 
Formulir Verifikasi diolah oleh UPPKH Pusat berdasarkan data hasil 
Validasi. Data Verifikasi tersebut kemudian diserahkan kepada PT Pos oleh UPPKH 
Pusat. Selanjutnya PT Pos mencetak dan mengirim Formulir Verifikasi tersebut ke 
masing-masing Puskesmas dan Sekolah yang memberikan pelayanan kepada Peserta 
PKH. Petugas Puskesmas dan jaringannya serta sekolah mengisi Formulir Verifikasi 
tersebut berdasarkan kehadiran Peserta PKH. Pendampingan ikut pula memantau 
proses pengisian Formulir Verifikasi tersebut oleh masing-masing service providers. 
Setelah diisi oleh masing-masing petugas service providers (puskesmas dan 
jaringannya serta sekolah), Formulir Verifikasi tersebut kemudian diambil oleh 
petugas PT Pos dan diserahkan ke UPPKH Kabupaten/Kota. 
Formulir Verifikasi yang diterima dari PT Pos setempat, UPPKH 
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan tenaga data entry yang disediakan Pihak 
ketiga untuk melakukan entry data Verifikasi. UPPKH Kabupaten/Kota perlu 
memastikan bahwa semua Formulir Verifikasi untuk setiap KSM dari masing-masing 
service providers sudah diserahkan oleh PT Pos setempat dan sudah di entry oleh 
tenaga operator dan data entry. Setelah semua Formulir Verifikasi (baik Verifikasi 
Kesehatan maupun Verifikasi Pendidikan) di entry, UPPKH Kabupaten/Kota 
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memberitahukan kepada UPPKH Pusat melalui email maupun sms. Data hasil dari 
Formulir Verifikasi tersebut kemudian diolah oleh SIM UPPKH Pusat untuk menjadi 
dasar pembayaran bagi peserta PKH tahap bewrikutnya. 
Alur pengiriman Formulir Verifikasi Pendidikan dan Formulir Verifikasi 
Kesehatan dapat digambarkan melalui bagan berikut:42  
                                                          
42Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) 







Bagan : 4.2 










      
   Sumber: Pedoman Operasional (SIM PKH) Kabupaten/Kota 2017 
Data hasil pengaduan masyarakat diperoleh dari pengaduan yang diterima 
oleh pendampingan maupun UPPKH Kabupaten/Kota baik dari Peserta PKH 
maupun dari bukan peserta PKH.Semua jenis pengaduan ditulis dalam Formulir 
Pengaduan (baik Formulir Pengaduan Peserta PKH maupun Non Peserta 
PKH).Kemudian isi dari Formulir tersebut di entry kedalam Aplikasi yang sudah 
disediakan oleh UPPKH Pusat. 
Analisis dan tindakan lanjut dari pengaduan disesuaikan dengan jenis 
permasalahan yang diadukan, ada yang bisa diselesaikan di angkat 
Pendamping/Kecamatan, UPPKH Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi UPPKH 
Provinsi sampai UPPKH Pusat. 
 
CETAK 
1. FORMULIR VERIFIKASI 
KESEHATAN 
2. FORMULIR VERIFIKASI 
PENDIDIKAN 






1. INPUT VERIFIKASI 












8. Sanksi Calon Peserta PKH  
Calon Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan 
menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, 
maka bantuannya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak memenuhi 
komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari Program Keluarga 
Harapan (PKH). 
Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama 
mereka menerima bantuan, mereka akan: 
a. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum 
selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar. 
b. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan 
prosedur kesehatan PKH bagi anak. 
c. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke 
fasilitats kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi lbu Hamil. 
Setiap bantuan yang diterima oleh peserta PKH memiliki konsekuensi sesuai 
komitmen yang ditandatangani Ibu penerima pada saat pertemuan awal. Apabila 
peserta tidak memenuhi komitmennya dalam satu triwulan, maka besaran bantuan 
yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut: 
a) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka 
bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,- 
b) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka 
bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,- 
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c) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-
turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran. 
Ketentuan di atas berlaku secara tanggung rentang untuk seluruh anggota 
keluarga penerima bantuan PKH, artinya jika salah satu anggota keluarga melanggar 
komitmen yang telah ditetapkan, maka seluruh anggota dalam keluarga yang 
menerima bantuan tersebut akan menanggung akibat dari pelanggaran ini. Peserta 
dapat menggunakan bantuan PKH untuk keperluan apa saja asal mereka memenuhi 
syarat pendidikan dan kesehatan. Penggunaan uang bantuan tidak dimonitor oleh 
program. 
D. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) 
Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 
menjalankan suatu peranan.43 
Perannya mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:  
1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat. 
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 
dalam masyarakat sebagai organisasi. 
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat.44 
Pengertian peran (dalam KBBI, 1998) adalah bagian dari tugas utama yang 
harus dilaksanakan. 45  Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
                                                          
43Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) 
Cet. Ke -35, h. 243. 
44Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 244. 
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perangkat tingkah yang diharapkan dimilki oleh orang yang berkedudukan di 
masyarakat. Peran menurut Enslikopedia ilmu-ilmu sosial adalah perilaku yang 
diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu. Peran menurut Enslikopedi ilmu-
ilmu sosial adalah perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu. 
Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola 
pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang 
dibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang dibicarakan oleh 
masyarakat kepadanya. Pentingnya peran adalah, karena ia mengatur perilaku 
seseorang. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat 
meramalkan perbuatan-perbutan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat 
menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. 
Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-
norma yang berlaku. Misalnya norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki 
bila berjalan bersama wanita, harus berada dari sebelah luar.46 
Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulan kemiskinan, 
sudah maksimal dalam pembagian bantuan atau sudah mencapai sasaran dengan baik 
karena peran PKH meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada 
kelompok masyarakat miskin. Peran PKH tersebut sekaligus sebagai upaya 
mempercepat pencapain target MDGs. Secara khusus, peran PKH yaitu: 
1) Untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM. 
2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM. 
                                                                                                                                                                    
45 W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet, ke-12; Jakarta: Balai 
Pustaka), h. 582.  
46Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 245. 
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3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak 
dibawah 6 tahun dari RTSM. 
4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 
khususnya bagi masyarakat miskin. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Fatma Lasimpala: 
Bantuan PKH sangat berperan pada keluarga saya, karena dari awal saya 
menerima bantuan tersebut Alhamdulillah bisa membantu perekonomian 
keluarga kami, yaitu dari biyaya anak masuk sekolah sampai pakaian sekolah 
anak saya itu ditanggung.47 
Peran PKH dalam bidang pendidikan dan kesehatan sudah maksimal dalam 
pemerataan bantuan khususnya untuk peserta PKH. Hal ini dilihat dari: 
1. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang pendidikan  yaitu:48 
a) Menerima Pendaftaran Anak Peserta PKH di Stauan Pendidikan 
Setiap satuan pendidikan di haruskan menerima anak peserta PKH yang 
mendaftar sesuai ketentuan yang berlaku, dan di bebaskan dari segala bentuk biaya 
pendidikan. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Isna Niode: 
Alhamdulillah dari anak saya SD sampai SMP sudah terbantu dengan bantuan 
PKH tersebut, karena dengan uang ini saya bisa membeli pakaian sekolah anak 
saya sampai peralatan yang diperlukan di sekolah. Dengan bantuan ini pula 
keluarga kami bisa terbantu misalnya dalam membeli hal-hal yang diperlukan 
dalam rumah tangga kami, bisa meminjam uang bantuan tersebut kemudian 
kami kembalikan lagi untuk keperluan sekolah anak.49 
b) Memberikan Pelayanan Pendidikan 
                                                          
47Fatma Lasimpala (37), Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Wawancara, Pauwo 
Bawah,  27 Agustus 2017. 
48Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial 
Departemen Sosial RI, Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, h. 22. 
49
Isna Niode (36), Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Wawancara, Kelurahan 




Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, institusi penyelenggaraan satuan 
pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang 
terdaftar. Penyelenggara satuan pendidikan harus memberikan pengajaran kepada 
peserta didik termasuk anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH pendidikan. 
Pengajaran harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan 
jalur pendidikan. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Razak Kuku: 
Kami selaku pendamping ikhlas membantu peserta PKH dalam hal 
pendidikan anak mereka serta berusaha agar anak yang mendapat bantuan 
PKH, diharapkan bisa mendapatkan pengajaran kurikulum yang sama yang 
berlaku untuk setiap jenjang pendidikan.50 
c) Melakukan verifikasi kehadiran anak keluarga penerima bantuan PKH di 
tiap-tiap kelas/kelompok belajar. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Razak Kuku: 
Kami juga sebagai pendamping selalu memantau anak peserta PKH yang 
tidak masuk sekolah, jika kami dapatkan ada anak yang tidak mematuhi 
peraturan dari PKH maka kami akan keluarkan dari peserta PKH.51 
2. Peran Program Keluarga Harapan (PKH)  dalam bidang kesehatan yaitu: 
Setiap anggota keluarga peserta PKH dapat mengunjungi dan memanfaatkan 
berbagai fasilitas kesehatan yaitu:52 
a) Puskesmas 
Puskesmas diharapkan mampu memberi seluruh paket layanan kesehatan 
yang menjadi persyaratan bagi peserta PKH Kesehatan termasuk memberikan 
pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (khususnya puskesmas PONED). 
                                                          
50
Razak Kuku (38), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kabila, 
Wawancara, Talango, Tanggal 19 Agustus 2017. 
51
Razak Kuku (38), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kabila, 
Wawancara, Talango, Tanggal 19 Agustus 2017. 
52 Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial 
Departemen Sosial RI, Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan, h. 32. 
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b) Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling 
Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling, yang merupakan satelit 
Puskesmas (dan jika dilengkapi dengan tenaga bidan), sangat diharapkan dapat 
memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir. 
c) Polindes dan Poskesdes 
Pondok bersalin desa (dikenal dengan sebutan Polindes) biasanya dilengkapi 
dengan tenaga bidan desa. Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan 
kesehatan dasar bagi ibu selama kehamilan, pertolongan persalinan, dan bagi bayi 
baru lahir; maupun pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat. 
d) Posyandu 
Posyandu yang dikelola oleh para kader kesehatan dengan bantuan dan 
supervisi dari Puskesmas, Pustu, serta Bidan desa diharapkan dapat memberikan 
pelayanan antenatal, penimbangan bayi, serta penyuluhan kesehatan. 
e) Bidan Praktek 
Di samping memberikan pelayanan kesehatan di polindes, bidan desa yang 
melakukan praktek dirumah dapat dimanfaatkan oleh peserta PKH khususnya dalam 
pemeriksaan ibu hamil, memberikan pertolongan persalinan, maupun memberikan 
pertolongan pertama pada kasus-kasus kegawat daruratan. 
Sebagaimana di kemukakan oleh Razak Kuku:  
Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun 
dan ibu hamil/nifas dan bantuan pendidikan berlaku bagi RTSM dengan 
SD/MI atau SMP/MTS, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti 
pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB atau Paket A dan Paket B. 
Pada tahun 2008 semenjak PKH di Gulirkan di Kecamatan Kabila besaran 
bantuan di hitung berdasarkan jumlah anak sampai tahun 2017 Bulan Juli. 
Akan tetapi pada tahun 2017 Bulan Agustus kemarin besaran bantuanyang di 
terimakan tidak berdasarkan jumlah anak lagi akan tetapi di sama ratakan 
yang mempunyai anak 1, 2 dan 3 jumlah bantuan sekitaran Rp. 500.000 dan 
langsung di kirim lewat rekening masing-masing peserta PKH, namanya di 
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ganti menjadi Non Tunai. Tanggal 17 Agustus kemarin di terimakan langsung 
ATM masing-masing peserta PKH di Kantor Camat Kabila.53 
Adapun dengan bantuan tersebut di harapkan peran pemerintah penuh dalam 
hal ini. Pentinganya peranan pemerintah daerah menjadi ukuran keberhasilan 
program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan. Sejauh mana 
peranan pemerintah daerah selalu menjadi persoalan di lapangan. Sulitnya 
berkoordinasi dan respon dari instansi terkait begitu lambat dan mengabaikan yang 
menjadi kendala bagi PKH haruslah dapat diminimalisasi. 
Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima 
bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga 
yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu 
peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan 
kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan program PKH ini 
diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan 
digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat disalah gunakan 
untuk kererluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok ataupun hal lainnya. 
Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya 
bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala 
keluarga.  
Tujuan utama pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah 
agar anak-anak dari keluarga miskin mendapat bantuan pertumbuhan sejak janin, 
balita sampai bersekolah sehingga dapat menekan jumlah penduduk miskin dan 
mendekatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, 
                                                          
53 Razak Kuku (38), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kabila, 
Wawancara, Talango, Tanggal 19 Agustus 2017. 
128 
 
konsep keberfungsian sosial harus di kedepankan sebagai solusi agar persoalan 
kemiskinan dapat di tanggulangi. Hingga pada intinya menunjuk pada kapabilitas 
individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di 
lingkungannya. 
Teknis pelaksanaan program ini didasarkan pada verifikasi, yang merupakan 
esensi utama dari PKH. Kegiatan verifikasi mengecek kepatuhan peserta memenuhi 
persayaratan yang telah ditetapkan. PKH melaksanakan pemotongan bantuan tunai 
bagi keluarga yang tidak mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Peserta PKH 
mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat 
menerima bantuan tunai. Peserta adalah elemen penting dalam program ini, 
pengetahuan atas kewajiban ini yang menjadi dasar perubahan perilaku keluarga dan 
anggota keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dapat 
diketahui dengan jelas apa tujuan dan manfaat dari adanya PKH.  
Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks 
yang memerlukan penanganan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga 
sebagai solusi yang paling tepat. Departemen Sosial merupakan salah satu lembaga 
pemerintah yang telah lama aktif dalam program pengentasan kemiskinan. Dalam 
strateginya Depsos berpijak pada teori dan pendekatan pekerjaan sosial. Strategi 
penanganan kemiskinan dalam persepektif pekerjaan sosial terfokus pada 
peningkatan keberfungsian sosial simiskin (dalam arti individu dan kelompok) dalam 





Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian Peran Program Keluarga Harapan 
(PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone 
Bolango Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai arah untuk 
merealisasikan agar Program Keluarga Harpan berjalan dengan baik, oleh 
sebab itu mekanisme PKH meliputi:  
a. Data, untuk memastikan semua data dan informasi yang terkait dengan 
pelaksanaan PKH di kelola dengan baik. 
b. Target dan Daftar Nama Penerima PKH, sesuai dengan kriteria PKH.  
c. Pertemuan Awal dan Validasi, melakukan pertemuan terbuka dengan 
calon peserta PKH, yaitu dilakukan kegiatan sosialisasi program mengenai 
manfaat program dan bagaimana berpartisipasi dalam Program Keluarga 
Harapan. 
d. Pembayaran, dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan 
ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan 
kesehatan penerima bantuan. 
e. Komposisi Keluarga, untuk memudahkan pemantauan tentang kepatuhan 
Keluarga Sangat Miskin (KSM) terhadap protokol kesehatan dan 
pendidikan. 
f. Update Data Pemutakhiran, pemutakhiran data dilakukan secara rutin jika 
terjadi perubahan status peserta PKH baik yang terkait dengan informasi 
kelahiran, kematian, perubahan alamat, perubahan nama penerima. 
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g. Data Formulir Verifikasi, Data tersebut di serahkan ke tiap-tiap lembaga 
pendidikan dan layanan kesehatan peserta PKH. 
h. Sanksi, Calon Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH 
dan menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan 
maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika 
terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan 
dikeluarkan dari Program Keluarga Harapan (PKH). 
2. Peran Program Keluarga Harapan (PKH), dalam penanggulan kemiskinan, 
sudah maksimal dalam pembagian bantuan atau sudah mencapai sasaran 
dengan baik karena peran PKH meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
terutama pada kelompok masyarakat miskin. Secara khusus, peran PKH 
yaitu: 
a. Untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin. 
b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH. 
c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak 
dibawah 6 tahun dari masyarakat miskin. 
d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 
khususnya bagi masyarakat miskin. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Program Keluarga Harapan (PKH) seharusnya ada batas waktu penerima, 
sehingga bisa bergulir ke pada masyarakat miskin lainnya yang belum 
merasakan bantuan tersebut. 
2. Peran pemerintah diharapkan penuh untuk membantau masyarakat miskin 
yang belum tersentuh oleh Program Keluarga Harapan (PKH). 
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